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ABSTRAK 

 

Pemahaman para pelaku Usaha Mikro mengenai bank syariah 

dan produknya menjadi salah satu faktor yang sangat menentukan 

para pelaku  Usaha Mikro dalam menggunakan produk perbankan 

syariah. Potensi perbankan syariah dapat dikatakan optimal apabila 

produk pembiayaannya telah menjadi prioritas bagi para pelaku Usaha 

Mikro. Para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten 

Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara ditemukan masih banyak 

yang belum mengetahui apa itu bank syariah serta produk 

pembiayaannya lalu bagaimanakah upaya bank syariah dalam 

memberikan pemahaman tentang bank syariah dan produk 

pembiayannya kepada para pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara 

Kecamatan Sungkai Utara Kabupaen Lampung Utara? Penelitian ini 

bertujuan untuk untuk mengkaji dan menganalisis upaya bank syariah 

dalam memberikan pemahaman pelaku Usaha Mikro Desa Kota 

Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara 

mengenai bank syariah dan produk pembiayannya. 

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan analisis 

deskriptif. Metode pengumpulan data mengunakan data primer dan 

sekunder, dengan metode penelitian lapangan. Metode dalam 

mengumpulkan data pada penelitian ini dengan cara melakukan 

observasi secara langsung kemudian wawancara dengan para pelaku 

Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, 

Kecamatan Sungkai Utara,  terakhir melakukan dokumentasi. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan, didapatkan bahwa upaya 

bank syariah dalam memberikan pemahman mengenai bank syariah 

serta produk pembiayaannya belum maksimal sehingga bank syariah 

belum mampu mengoptimalkan potensinya untuk Usaha Mikro dalam 

mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di Desa Kota 

Negara, Kabupaten Lampung Utara kecamatan sungkai utara.  

 

Kata kunci: Optimalisasi, Bank Syariah, Usaha Mikro 
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ABSTRACT 

 

Micro Business actors' understanding of sharia banks and 

their products is one of the factors that really determines Micro 

Business actors in using sharia banking products. The potential of 

sharia banking can be said to be optimal if its financing products have 

become a priority for Micro Business actors. It was found that many 

Micro Business actors in Kota Negara Village, North Lampung 

Regency, North Sungkai District still do not know what sharia banks 

and their financing products are, so what are the efforts of sharia 

banks in providing an understanding of sharia banks and their 

financing products to Micro Business actors in the Village? State City, 

North Sungkai District, North Lampung Regency? This research aims 

to examine and analyze the efforts of sharia banks in providing 

understanding to Micro Business actors in Kota Negara Village, 

North Lampung Regency, North Sungkai District regarding sharia 

banks and their financing products. 

This research is qualitative in nature with a descriptive 

analysis approach. The data collection method uses primary and 

secondary data, with field research methods. The method for 

collecting data in this research is by conducting direct observations, 

then interviews with micro business actors in Kota Negara Village, 

North Lampung Regency, North Sungkai District, and finally carrying 

out documentation. 

As a result of the research conducted, it was found that the 

efforts of sharia banks in providing an understanding of sharia banks 

and their financing products have not been optimal so that sharia 

banks have not been able to optimize their potential for Micro 

Enterprises in supporting Local Economic Development (LED) in 

Kota Negara Village, North Lampung Regency, Sungkai District 

north. 

 

Keywords: Optimization, Sharia Bank, Micro Business 
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MOTTO 

 

 

ِٰٓوَلََٰٓي  ٰٓ
 
رَٰٓاّللّ مَنُوْآٰلََٰٓتُحِلُّوْآٰشَعَاۤى ِ

هَآٰالَّذِيْنَٰٓا  يْنَٰٓالْبَيْتَٰٓايَُّ مِّ
دَٰٓوَلََ ٰٓا ۤ ى ِ

هْرَٰٓالْحَرَامَٰٓوَلََٰٓالْهَدْيَٰٓوَلََٰٓالْقَلََۤ الشَّ
كُمْٰٓشَنَا ٰٓ آٰۗوَاِذَآٰحَلَلْتُمْٰٓفَاصْطَادُوْآٰۗوَلََٰٓيَجْرِمَنَّ هِمْٰٓوَرِضْوَانا بِّ نْٰٓرَّ ٰٓمِّ نُٰٓقَوْمٍٰٓانَْٰٓالْحَرَامَٰٓيَبْتَغُوْنَٰٓفَضْلَا

وْكُمْٰٓعَنِٰٓالْمَسْجِدِٰٓا ىٰۖٓوَلََٰٓتَعَاوَنُوْآٰعَلىَٰٓالَْثِْمِٰٓصَدُّ ٰٓوَالتَّقْو  لْحَرَامِٰٓانَْٰٓتَعْتَدُوْاٰۘٓوَتَعَاوَنُوْآٰعَلىَٰٓالْبِرِّ
َٰٓشَدِيْدُٰٓالْعِقَابِٰٓ

 
ٰٓاّللّ َٰٓاِۗنَّ

 
ٰٓوَالْعُدْوَانِٰٓۖوَاتَّقُوآٰاّللّ
 

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan 

takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

pelanggaran.” 

(Q.S. Al-Maidah : 2) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Skripsi ini berjudul ―Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah 

Di Indonesia Bagi Usaha Mikro Untuk Mendukung 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro 

di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan 

Sungkai Utara)”. Untuk ini perlu diuraikan pengertian dari istilah-

istilah judul sebagai berikut: 

1. Optimalisasi 

Optimalisasi adalah proses menemukan praktik terbaik 

untuk mencapai hasil yang maksimal dan ideal dengan 

memanfaatkan sumber daya yang ada dengan sebaik-

baiknya. Sederhananya, arti optimasi adalah rangkaian 

proses untuk mengoptimalkan apa yang sudah ada
1
. 

2. Potensi  

Potensi berasal dari kata latin potentia yang berarti 

kemampuan. Potensi adalah kemampuan yang dapat 

dikembangkan
2
.  

3. Perbankan Syariah 

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang 

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau 

prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl 

wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme 

(alamiya), dan tidak mengandung gharar, maysir, riba, 

barang zalim dan haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah 

juga memberdayakan bank syariah untuk menjalankan 

fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga 

baitul mal yaitu menerima dana dari zakat, infaq, sedekah, 

hibah atau dana sosial lainnya dan mengarahkannya kepada 

                                                             
1 Editorial Team, ―Optimalisasi Adalah? Pengertian, Manfaat, & Contoh 

Optimalisasi.‖ 
2 Ensiklopedi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. 
3 Otoritas Jasa Keuangan, ―Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,‖ 2017. 2 Ensiklopedi Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997. 



 

 

2 

para pengelola wakaf (nazhir) sesuai keinginan. pemberian 

wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan 

pengawasan perbankan syariah dalam hal penerapan prinsip 

kehati-hatian dan tata kelola yang baik dilakukan oleh OJK 

sama seperti perbankan pada umumnya, namun dengan 

mekanisme dan pengawasan yang disesuaikan dengan 

kekhasan sistem operasi bank. perbankan syariah. Masalah 

kepatuhan syariah memang unik bagi bank syariah karena 

pada dasarnya bank syariah adalah bank yang menawarkan 

produk syariah 
3
. 

4. Usaha Mikro 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), 

―Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang 

perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang 

memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam 

undang-undang ini. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi 

produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak 

perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang 

memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud 

dalam undang-undang ini. Usaha Menengah adalah usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh 

orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan 

anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, 

dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak 

langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan 

jumlah kekayaan bersih atau hasi l penjualan tahunan 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini." 

Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Pasal 3 disebutkan 

bahwa Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai 

tujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan usahanya 

                                                             
3 Otoritas Jasa Keuangan, ―Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,‖ 2017. 
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dalam rangka membangun perekonomian nasional 

berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan 
4
. 

5.  Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) didefinisikan 

sebagai proses di mana pemerintah lokal dan organsisasi 

berbasis masyarakat terlibat untuk mendorong, merangsang, 

memelihara, aktivitas bisnis dan/atau pekerjaan.
5
 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Lampung Utara khususnya di Desa Kota Negara memiliki 

Usaha Mikro yang perkembangannya sangat lambat dan banyak 

dari sebagian Usaha Mikro di Desa Kota Negara yang usahanya 

tidak bertahan lama. Dari Pra penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, sebagian besar Usaha Mikro di Desa Kota Negara 

Kecamatan Sungkai Utara yang berhenti dan mengalami 

kelambatan dalam berkembang dikarenakan kurangnya modal 

untuk melakukan produksi dan pemasaran. Karena kurangnya 

modal, para Pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten 

Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara memilih kredit bank 

konvensional sebagai penyokong modal utama usaha mereka.  

Upaya  dari salah satu Bank Syariah di Indonesia yaitu Bank 

BTPN Syariah untuk mengoptimalkan permodalan melalui 

pembiayaan modal usaha dengan cara pinjaman berkelompok 

yang ansurannya dapat diangsur dua minggu sekali dengan 

angsuran yang tergolong tidak memberatkan, nyatanya belum 

mampu membuat pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara 

Kabupaten Lapung Utara, Kecamatan Sungkai Utara menjadiakan 

Bank Syariah sebagai pilihan utama dalam membantu menyokong 

modal usaha yang mereka lakukan. 

Pemahaman pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara 

mengenai bank syariah seharusnya mampu menjadi jalan bagi 

bank syariah untuk mengoptimalkan potensinya dalam 

menyokong permodalan bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara 

Kecamatan Sungkai Utara untuk mendukung Pengembangan 

                                                             
4 Handayani, S.E., M.M Dan Pusporini, M.M., Membangun Umkm Syariah Di 

Industri Halal. 
5 Blakely, Planning local economic development: theory and practice. 
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Ekonomi Lokal (PEL). Akan tetapi pelaku Usaha Mikro Desa 

Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai 

Utara kurang memahami tentang konsep dan manfaat perbankan 

syariah. Hal ini menyebabkan mereka enggan untuk menggunakan 

produk perbankan syariah yang dapat mendukung perkembangan 

usaha mereka. Pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten 

Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara juga masih 

menganggap Bank syariah seperti bank-bank pada umumnya.  

Pengetahuan Pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, 

Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara tentang 

bank syariah masih rendah, yaitu hanya pada tingkat mengetahui, 

dimana Pelaku Usaha Mikro ddi Desa Kota Negara Kecmatan 

Sungkai Utara Kabupaten Lampung Utara hanya mengetahui 

tentang keberadaan bank syariah namun tidak mengetahui lebih 

banyak tentang bank syariah, terutama pada produk yang terdapat  

pada bank syariah. Pelaku Usaha Mikro menilai perbedaan antara 

bank syariah dengan bank konvensional terletak pada bunga, 

namun masyarakat juga tidak sepenuhnya percaya bahwa bank 

syariah bebas dari riba. Hal ini tidak sesuai dengan kenyataan 

yang ada bahwa bank syariah merupakan bank yang mengadopsi 

nilai-nilai syariah Islam yang mengharamkan riba. Ayat Al-Quran 

yang menjelaskan tentang keharaman riba, diantaranya: 

 

1. Surat Al-Baqarah, ayat 275: 

واۗ  به مَ الرِّ عَ وَحَرَّ ٌْ ُ الْبَ  وَاَحَلَّ اّللّه

Terjemahan : Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba.6 

 

2. Surat Ar-Rum ayat 39: 

وةٍ  وَمَا   نْ زَكه تُمْ مِّ ٌْ تَ ِ ۚوَمَا  اه
رْبُوْا عِنْدَ اّللّه ٌَ ًْ  اَمْوَالِ النَّاسِ فَلََ  رْبُوَا۟ فِ ٌَ بًا لِّ نْ رِّ تُمْ مِّ ٌْ تَ  اه

ى كَِ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ 
ِ فَاوُلهٰۤ

دُوْنَ وَجْهَ اّللّه ٌْ  تُرِ

Terjemahan : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu 

berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah 

dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat 

                                                             
6 ―Surat Al-Baqarah:275.‖ 
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yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka 

itulah orang-orang yang melipatgandakan  (pahalanya). 

Bank syariah adalah bank yang didirikan atas dasar prinsip 

syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah, tergantung jenisnya
7
. Menurut UU 

No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah 

adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip 

syariah atau prinsip hukum Islam yang diatur oleh fatwa Majelis 

Ulama Indonesia (MUI), seperti prinsip keadilan dan 

keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), 

universalisme (alamiyah), dan tidak mengandung gharar, maysir, 

riba, barang zalim dan haram.
8
  

Eksistensi bank syariah dalam sistem perbankan Indonesia 

adalah bank umum yang berjalan atas dasar prinsip syariah. 

Prinsip syariah didefinisikan sebagai aturan hukum Islam 

mengenai kontrak antara bank dan pihak lain untuk menyimpan 

dana dan membiayai kegiatan komersial atau kegiatan lain yang 

dinyatakan sesuai dengan syariah. Pembiayaan ini termasuk 

pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), 

pembiayaan pada prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip 

jual beli barang melalui keuntungan (murabahah) atau 

pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa 

pilihan (ijarah). 

Perkembangan lembaga keuangan syariah akan 

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek 

maupun jangka panjang. Dalam jangka panjang, diperlukan 

upaya-upaya untuk memperbaiki sistem keuangan syariah 

sehingga dapat mendorong aktivitas dan mengatasi berbagai 

permasalahan dalam perekonomian. Pada prinsipnya tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara stabilitas sistem keuangan 

(bank) Konvensional dan syariah.
9
 

                                                             
7 Muzdalifa, Rahma, dan Novalia, ―The role of fintech in improving financial 

inclusion in MSMEs in Indonesia (Islamic financial approach).‖ 
8 Otoritas Jasa Keuangan, ―Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,‖ 2017. 
9 Setiawan, ―Pembiayaan Umkm, Kinerja Bank Syariah Dan Pertumbuhan 

Ekonomi Di Indonesia.‖ 
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Inisiatif pendirian bank syariah Indonesia dimulai pada tahun 

1980 dengan pembahasan tentang perbankan syariah sebagai basis 

ekonomi syariah. Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia 

(MUI) membentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank 

syariah di Indonesia. Sebagai hasil kerja tim perbankan MUI, 

lahirlah bank syariah pertama di Indonesia, yaitu PT Bank 

Muamalat Indonesia (BMI) yang menurut akta pendirian didirikan 

pada tanggal 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI resmi 

beroperasi dengan modal awal Rp 106.126.382.000. 

Indonesia memiliki tantangan baru untuk mewujudkan 

Pengembanan Ekonomi Lokal (PEL), yang memiliki tujuan 

membangun kesempatan-kesempatan ekonomi yang cocok dengan 

SDM, dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan 

kelembagaan secara lokal,
10

 dimana Usaha Mikro mengambil 

andil dalam pencapaian tujuan tersebut.
11

 

Usaha Mikro memiliki karakter tersendiri dan berbeda dengan 

perusahaan besar. Usaha Mikro biasanya beroperasi secara 

mandiri atau tidak berada di bawah payung kelompok usaha. 

Selain itu, dari segi teknologi, usaha mikro masih tergolong usaha 

yang menggunakan cara manual atau berteknologi rendah. Ciri 

lainnya adalah pangsa pasar yang relatif sempit
12

. Usaha Mikro 

memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perekonomian 

Indonesia. Jaringan Usaha Mikro tersebar di berbagai pelosok 

negeri yang merangkul dan menghidupkan potensi masyarakat 

luas. Potensi dan peluang Usaha Mikro industri halal di Indonesia 

sangat besar, terutama dilihat dari jumlah konsumen Muslim 

potensial 
13

.  

Kebangkitan sektor Usaha Mikro dapat berdampak dan 

mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Seperti yang kita 

ketahui, sektor ini benar-benar menjadi tulang punggung Negara. 

                                                             
10 Supriadi, ―Telaah Kendala Penerapan Pengembangan Ekonomi Lokal: 

Pragmatisme dalam Praktek Pendekatan PEL.‖ 
11 Novitasari, ―Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi 

Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals,‖ 2019. 
12 Muheramtohadi, ―peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan 

UMKM di Indonesia.‖ 
13 Hakim dan Yudha, ―UMKM Halal dan Ketahanan UMKM Halal dan 

Ketahanan Ekonomi Indonesia.‖ 
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Data Kementerian Koperasi dan UKM menyebut, jumlah sektor 

bisnis Usaha Mikro di Indonesia pada  2021 mencapai 64,19 juta 

dengan partisipasi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 

61,97 persen atau senilai Rp 8,6 triliun. Sektor bisnis Usaha Mikro 

memiliki peranan terhadap perbaikan ekonomi Indonesia, terlihat 

dengan kemampuannya menyerap 97 persen tenaga kerja dan 

mengintegrasikan investasi sebesar 60,4 persen.
14

 .  

Perkembangan dan peningkatan perekonomian lokal di sektor 

Usaha Mikro tidak akan dapat terlaksana tanpa adanya kerjasama 

antara berbagai pihak terkait. Usaha Mikro memiliki 

permasalahan klasik yang cenderung pada keterbatasan modal.
15

  

Meskipun terdapat banyak sistem kredit, masih banyak usaha 

kecil yang sulit mendapatkan modal tambahan, terutama di daerah 

pedesaan khususnya Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung 

Utara, Kecamatan Sungkai Utara.  

Perlu adanya integrasi peran pemerintah dan institusi 

keuangan syariah untuk meningkatkan permodalan pada Usaha 

Mikro dalam industri makanan halal di desa Kota Negara 

Kecamatan Sungkai Utara. Pengelolaan Perbankan syariah 

merupakan salah satu bagian penting dari keuangan  syariah 

karena berperan besar dalam menyediakan dana yang sesuai 

dengan syariah dan peluang investasi khususnya bagi pengusaha 

Usaha Mikro di desa Kota Negara. 

Potensi perbankan syariah dapat dikatakan optimal apabila 

produk pembiayaannya telah menjadi prioritas bagi para pelaku 

Usaha Mikro
16

. Peran bank syariah dalam pembiayaan Usaha 

Mikro dalam bentuk pembiayaan, bank syariah menyediakan 

pembiayaan dalam bentuk modal kerja melalui akad Murabahah 

kepada para pelaku Usaha Mikro. Bank Syariah memberikan 

pendanaan dan kemudahan saat mengajukan pembiayaan 

Murabahah. Sehingga pelaku Usaha Mikro bisa menggunakannya 

                                                             
14 Mariana, ―Pentingnya Peran dan Kontribusi UMKM dalam Pemulihan 

Ekonomi Indonesia.‖ 
15 Hakim, ―Peran Pembiayaan KUR Terhadap Perkembangan UMKM 

Masyarakat Muslim Di Kabupaten Kudus.‖ 
16 Hukum et al., ―Iqtishodia : Jurnal Ekonomi Syariah Analisis Optimalisasi 

Kinerja Pembiayaan Produktif Bank Syariah di Indonesia terhadap Usaha Mikro Kecil 

dan Menengah ( UMKM ).‖ 
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untuk mempromosikan dan mengembangkan usahanya.
17

 

Perbankan Syariah juga mengarahkan program pemerintah yaitu 

Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk mendorong Usaha Mikro. Ini 

adalah bagian nyata dari peran perbankan syariah untuk Usaha 

Mikro, sehingga modal kerja yang dibutuhkan pelaku Usaha 

Mikro dapat terpenuhi.  

Sebagai sektor yang kegiatannya menjembatani, peran bank 

syariah dalam kaitannya dengan Usaha Mikro memegang peranan 

penting dalam upaya pengembangan perekonomian. Selama 5 

tahun terakhir, pembiayaan perbankan syariah, baik Bank Umum 

Syariah (BUS) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) untuk UMKM 

dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut: 

 

 
Grafik 1.1 Pembiayaan BUS dan UUS terhadap Modal Kerja 

UMKM Tahun 2017 – 2021 (dalam Milyiar)
18

 

 

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas terlihat bahwa perkembangan dari 

tahun 2017 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. akan tetapi, bila 

dibandingkan dengan kredit pada bank konvensional seperti yang 

terlihat pada tabel 2.2,  pembiayaan perbankan syariah pada sektor 

UMKM masih terlihat kalah jauh. Hal ini perlu menjadi perhatian. 

 

                                                             
17 f Irfan, ―Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm 

Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung 
Timur),‖ Journal of Chemical Information and Modeling, 53.9 (2019), 1689–99. 

18 Otoritas Jasa Keuangan, ―Statistik Perbankan Syariah.‖ 
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Grafik  1.2. Perbandingan Pembiayaan Perbankan 

Syariah dengan Bank Konvensional 2017-2021 (dalam Milyar) 

 

Berkaca dari peristiwa krisis yang ekonomi yang terjadi pada 

tahun 1998 membuktikan betapa tangguhnya bank syariah dan 

Usaha Mikro yang ada di Indonesia, maka hendaknya bank 

syariah dan Usaha Mikro senantiasa bersama membangun 

perekonomian lokal. Perhatian dalam bentuk upaya pemberian 

pemahaman tentang bank syariah dan produk pembiayannya 

kepada para pelaku Usaha Mikro dapat menjadi jalan bagi bank 

syariah mengoptimalkan potensinya dalam pengembangan 

ekonomi lokal melalui pembiayaan modal kerja pada sektor Usaha 

Mikro. 

Oleh karena itu,  penelitian ini bertujuan untuk Untuk 

mengkaji dan menganalisis upaya bank syariah dalam 

memberikan pemahaman pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, 

Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara tentang 

bank syariah dan produk pembiayaannya. Sehingga diharapkan 

perbankan syariah dapat berperan secara optimal dalam 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemberdayaan 

Usaha Mikro khususnya di sektor industri makanan halal untuk 

mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) di desa Kota 

Negara kabupaten Lampung Utara, Kecamaan Sungkai Utara. 
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C. Fokus dan Subfokus Penelitian 

Sesuai uraian latar belakang, maka peneliti merasa perlu 

membatasi ruang lingkup agar penelitian ini dapat fokus dan 

mendalam. Peneliti memfokuskan pada analisis Pelaku Usaha 

Mikro yang ada di desa Kotanegara, Kec. Sungkai Utara, Kab. 

Lampung Utara. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya bank syariah dalam memberikan 

pemahaman tentang bank syariah kepada para pelaku Usaha 

Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara 

Kabupaen Lampung Utara? 

2. Bagaimana upaya bank syariah dalam menawarkan produk 

pembiayaannya kepada para pelaku Usaha Mikro Desa Kota 

Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai 

Utara? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan di 

atas ialah: 

1. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya bank syariah dalam 

memberikan pemahaman pelaku Usaha Mikro Desa Kota 

Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai 

Utara tentang bank syariah. 

2. Untuk mengkaji dan menganalisis upaya bank syariah dalam 

menawarkan produk pembiayaannya kepada pelaku Usaha 

Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai  Utara 

Kabupaten Lampung Utara. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut, maka diharapkan 

hasil dari penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 
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Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menjadi landasan pengembangan wawasan pengetahuan 

secara ilmiah, terkait Optimalisasi Potensi Perbankan 

Syariah Di Indonesia Bagi Usaha Mikro Untuk 

Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi 

Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten 

Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara). 

b. Dijadikan kajian-kajian teoritis dalam telaah Optimalisasi 

Potensi Perbankan Syariah Di Indonesia Bagi Usaha 

Mikro Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal 

(PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, 

Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara). 

c. Sebagai bahan bacaan dan memperkaya khazanah ilmu 

pengetahuan tentang Optimalisasi Potensi Perbankan 

Syariah Di Indonesia Bagi Usaha Mikro Untuk 

Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi 

Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten 

Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara). 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai kontribusi positif bagi perbaikan potensi 

perbankan syariah di indonesia bagi Usaha Mikro untuk 

mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). 

b. Sebagai bahan masukan bagi Perbankan Syariah di 

Indonesia dalam pengembangan potensi perbankan 

syariah di indonesia bagi Usaha Mikro untuk mendukung 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL), dalam 

pengembangan kedepannya untuk mengambil kebijakan, 

menguapkan agar Perbankan Syariah di Indonesia yang 

lebih baik dan bermutu, sehingga dapat menerima 

masukan secara terbuka sebagai pertimbangan untuk 

melihat sisi kekuatan dan kelemahan. 

c. Untuk mencari pola yang tepat bagi pihak Perbankan 

Syariah di Indonesia dalam rangka meningkatkan 

potensinya bagi Usaha Mikro. 
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G. Kajian Penelitin Terdahulu yang Relevan 

Tinjauan pustaka dilakukan, idealnya agar peneliti mengetahui 

hal-hal apa yang telah diteliti terdahulu dan yang belum diteliti. 

Sekalipun penelitian telah dilakukan dilokasi tersebut, namun 

harus ada perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan sehingga 

tidak terjadi duplikasi penelitian. Terdapat beberapa hasil 

penelitian yang peneliti temukan terkait dengan penelitian ini 

sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan 

No Peneliti Judul Hasil Perbedaan 

1.  

Ade Eko 

Setiawan 

(2019) 

Optimalisasi 

Peran 

Perbankan 

Syariah Dalam 

Mengembangk

an Industri 

Halal (Studi 

Pada Industri 

Fashion 

Busana 

Muslim di 

Provinsi 

Lampung) 

Perbankan 

Syariah dalam 

mengembangk

an industri 

halal sudah 

cukup baik 

dalam 

melakukan 

sosialisasi 

melalui event-

event yang 

kepada para 

pelaku industri 

halal fashion 

di Provinsi 

Lampung.
 19

 

1. Peneliti 

terdahulu 

menggunakan 

Studi Kasus 

yang berbeda. 

2. tempat 

penelitian 

terdahulu 

di bandar 

lampung. 

3. tahun 

penelitian 

dilakukan pada 

tahun 2019. 

2.  

Hana Zunia 

Rini (2017)
 

Peran 

Perbankan 

Syariah 

terhadap 

Eksistensi 

UMKM 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa peran 

perbankan 

syariah 

1. Studi Kasus 

penelitian 

adalah industri 

batik. 

2. Lokasi 

penelitian. 

                                                             
19

 Ade Eko Setiawan, ―Mengembangkan Industri Halal ( Studi Pada Industri 

Fashion Busana Muslim Di Provinsi Lampung ) Universitas Islam Negeri Raden Intan 

Lampung 1440 H / 2019 M,‖ Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2019, 84. 
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Industri Rumah 

Tangga Batik 

Laweyan 

terhadap 

eksistensi 

UMKM batik 

Laweyan 

masih sangat 

minim, dan 

sosialisasi 

produk dari 

pihak bank 

syariahnya pun 

masih rendah, 

sehingga 

pelaku 

UMKM batik 

Laweyan tidak 

tertarik untuk 

melakukan 

pinjaman atau 

pembiayaan di 

bank syariah. 

Beberapa 

faktor yang 

mempengaruhi 

kondisi 

tersebut, 

antara lain 

bank syariah 

dianggap rumit 

dalam 

prosedur, 

istilah produk 

yang masih 

asing, rasa 

tidak pasti dan 

takut untuk 

melakukan 

3. tahun 

penelitian 

dilakukan pada 

tahun 2017. 



 

 

14 

pembiayaan di 

bank syariah.
 

20
 

3.  

Trimulato 

Trimulato, 

Nur 

Syamsu, 

and Mega 

Octaviany 

(2021) 

Sustainable 

Development 

Goals (SDGs) 

Melalui 

Pembiayaan 

Produktif 

UMKM di 

Bank Syariah 

Adanya 

penurunan 

pada 

pembiayaan 

produktif 

modal kerja 

sebesar 0,75 

persen. 

Kemudian 

porsi 

pembiayaan 

untuk UMKM 

masih 

didominasi 

oleh konsumtif 

yaitu sebesar 

69,14 persen 

atau 

sebesar 

139.408.000.0

00. Penyaluran 

pembiayaan 

produktif pada 

sektor UMKM 

sangat relevan 

dan sejalan 

dengan tujuan 

SDGs yaitu 

kesejahteraan 

1. Studi Kasus. 

2. Lokasi 

penelitian. 

3. Tahun 

penelitian. 

                                                             
20 Rini, ―Peran Perbankan Syariah terhadap Eksistensi UMKM Industri 

Rumah Tangga Batik Laweyan.‖ 
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dan 

pemerataan.
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4.  

Sri Lestary 

(2021) 

Analisis 

Peranan 

Pembiayaan 

Mikro 

Terhadap 

Perkembangan 

(UMKM) 

(Studi Kasus 

Pada Bank 

Syariah 

Mandiri Kcp. 

Sibuhuan 

Kabupaten 

Padang Lawas) 

Dari hasil 

penelitian 

diketahui 

bahwa 

peran 

pembiayaan 

mikro di Bank 

Syariah 

Mandiri KCP. 

Sibuhuan 

dalam 

mengembangk

an 

usaha UMKM 

sangat 

berpengaruh 

terhadap 

peningkatan 

pendapatan 

usaha nasabah.
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1. Peneliti 

terdahulu 

menganalisis 

pembiayaan 

mikro. 

2. Lokasi 

penelitian 

di sibuhuan 

kabupaten 

Padang Lawas. 

3. Tahun 

penelitian. 

5.  

Muhamma

d Khozin 

Ahyar 

(2019) 

Analisis 

Pengaruh 

Inklusi 

Perbankan 

Syariah 

terhadap 

Pembiayaan 

UMKM Sektor 

Halal di 

Hasil 

penelitian 

menunjukkan 

bahwa jumlah 

kantor BUS 

dan UUS 

mempengaruhi 

UMKM dalam 

keuangan 

1. Peneliti 

terdahulu 

menganalisis 

tentang inklusi 

perbankan 

terhadap 

pembiayaan 

UMKM sektor 

halal. 

                                                             
21 Trimulato, Syamsu, dan Octaviany, ―Sustainable Development Goals 

(SDGs) Melalui Pembiayaan Produktif UMKM di Bank Syariah.‖ 
22 Lestari, ―Analisis Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan 

(Umkm)(Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Kcp. Sibuhuan Kabupaten Padang 

Lawas).‖ 
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Indonesia perbankan 

syariah. Selain 

itu, perbankan 

syariah di 

Indonesia 

masih belum 

optimal untuk 

penyaluran 

pembiayaan 

UMKM. 

Dapat 

dilakukan 

dengan 

berbagai cara. 

Perbankan 

syariah untuk 

memperluas 

akses ke 

UMKM, 

termasuk 

pengembangan

. Sistem 

teknologi 

keuangan 

(Fintech) 

memperluas 

agen 

perbankan 

syariah 

melalui 

program Laku 

Pandai dan 

peningkatan 

kerjasama 

dengan 

stakeholders 

2. Lokasi 

penelitan. 

3. Tahun 

penelitian 

dilakukan 

2019. 
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UMKM.
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6.  

Vina 

Cynthiasari 

and 

Muhamma

d Yafiz 

(2022) 

Optimalisasi 

literasi  halal  

pelaku UMKM 

terhadap  

penggunaan  

jasa keuangan 

syariah di Kota 

Tebing Tinggi 

Pelaku  Usaha 

Mikro  belum  

dapat  

menjabarkan  

hubungan 

halal dengan 

jasa keuangan 

syariah, 

namun secara 

tidak langsung 

Pelaku Usaha 

Mikro 

memiliki 

kesadaran 

untuk 

menggunakan 

atau tertarik 

dengan jasa 

keuangan 

syariah.
 24

 

1. Peneliti 

terdahulu 

meneliti 

tentang literasi 

pelaku 

UMKM 

terhadap 

penggunaan 

jasa keungn 

syariah. 

2. Lokasi 

penelitian di 

kota Tebing 

Tinggi. 

7.  

Ahmad 

Daud and 

others 

(2020)
 

Sosialisasi Dan 

Pelatihan 

Implementasi 

Produk 

Perbankan 

Syariah Pada 

Umkm Pekan 

Tanjung Pura 

Dalam 

Peningkatan 

Ekonomi 

Berbasis 

Hasil dari 

pelatihan 

adalah 

masyarakat, 

pemimpin 

agama dan 

siswa yang 

memiliki 

pengetahuan 

tentang produk 

dan kontrak 

perbankan 

1. Peneliti 

terdahulu 

melakukan 

penelitian 

tentang 

sosialisai dan 

pelatihan 

Implementasi 

produk 

Perbankan 

syariah pada 

UMKM. 

                                                             
23 Ahyar, ―Analisis Pengaruh Inklusi Perbankan Syariah terhadap Pembiayaan 

UMKM Sektor Halal di Indonesia.‖ 
24 Cynthiasari dan Yafiz, ―Optimalisasi literasi halal pelaku UMKM terhadap 

penggunaan jasa keuangan syariah di Kota Tebing Tinggi.‖ 
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Syariah syariah dan 

mampu 

menerapkanny

a dalam 

kehidupan 

ekonomi 

Islam.
 25

 

2. Lokasi 

penelitian. 

3. Tahun 

penelitian 

dilakukan pada 

tahun 2020. 

 

H. Metode Penelitian 

Untuk mengembangkan teori serta mengevaluasi konsep 

konsep teoritis, maka diperlukan metode penelitian. Metode 

penelitian merupakan teknik yang digunakan dalam sebuah 

penelitian. 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis data yang digunakan dalam laporan ini adalah 

penelitian lapangan (field research). Penelitian lapangan 

(field research) adalah jenis penelitian yang bertujuan 

untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai 

masalah yang berkaitan dengan latar belakang dan kondisi 

terkini dari subjek yang diteliti serta interaksinya dengan 

lingkungan.
26

 Penelitian lapangan ini dikerjakan dengan 

mencari atau mengumpulkan data yang bersumber dari 

lokasi lapangan penelitian. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode kualitatif. Penelitian kualitatif bersifat uraian dari 

hasil wawancara pada sumber dan studi dokumentasi. 

Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, 

analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitiannya 

menekankan makna generalisasi
27

. Selain itu, peneliti juga 

menggunakan studi pustaka yakni dengan memanfaatkan 

                                                             
25 Daud et al., ―Sosialisasi dan pelatihan implementasi produk perbankan 

syariah pada umkm pekan tanjung pura dalam peningkatan ekonomi berbasis 

syariah.‖ 
26 Sutrisno, ―Metode Research.‖ 
27 Sutrisno. 
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literature (kepustakaan) berupa buku, catatan, dan hasil 

penelitian sebelumnya. 

b. Sifat dan Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan sifatnya, penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. 

Penelitian desktiptif adalah penelitian yang berusaha 

untuk menyelesaikan masalah yang ada berdasarkan data, 

yakni dengan langkah menyajikan data, 

menginterpretasikan data, serta menganalisis data. 

Penelitian desktiptif memiliki tujuan memecahkan 

masalah secara sistematis serta faktual mengenai sifat-

sifat populasi dan fakta-fakta. 

2. Sumber Data 

Untuk mengumpulkan data dan informasi yang 

diperoleh dalam penelitian ini maka data berikut akan 

digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari 

penelitian ini :  

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh 

langsung yakni dengan cara mengsurvei lapangan 

dengan menggunakan semua metode penumpulan 

data yang orisinil berupa wawancara peneliti 

dengan narasumber.
28

 Data ini diperoleh dari hasil 

penelitian lapangan melalui wawancara langsung 

antara peneliti dengan Pelaku Usaha Mikro yang 

ada di desa Kota Negara, yang terdiri dari tiga 

pedagang bakso, satu mie ayam, dan dua 

pengusaha kue dengan cara observasi langsung di 

dea Kota Negara, wawancara dengan para pelaku 

Usaha Mikro, dan dokumentasi berupa photo 

antara penulis dengan pelaku Usaha Mikro. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh 

secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek 

penelitiannya yang dapat dibilang dari tangan 

                                                             
28

 Sutrisno. 
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kedua, seperti dari sumber bacaan yang ada di 

perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian 

ini, dapat juga diperoleh dari dokumen-dokumen 

seperti literature, buku-buku, jurnal penelitian, 

artikel-artikel, dan referensi lainnya yang dapat 

melengkapi dan memeperkuat data primer. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang akan peneliti laksanakan 

berada di desa Kota Negara, Kecamatan Sungkai Utara, 

Kabupaten Lampung Utara. Alasan peneliti memilih lokasi 

penelitian dikarenakan desa Kota Negara merupakan desa 

yang cukup banyak Usaha Mikronya namun sering tidak 

bertahan lama. Alasan lain karena peneliti mudah 

mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang ingin 

dikaji oleh peneliti. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pemilihan informan untuk mendapatkan data 

dalam penelitian ini adalah dengan purposive sampling. Untuk 

dapat memperoleh informasi yang diperlukan dalam 

penelitian ini, maka berikut adalah beberapa metode 

pengumpulan data yang akan peneliti gunakan :  

 

a. Observasi 

Observasi yaitu suatu proses yang kompleks 

dan tersusun dari berbagai proses biologis dan 

psikologis. Observasi adalah teknik pengumpulan 

data yang memiliki ciri spesifik yaitu dengan cara 

wawancara. Dalam penggunaan metode 

observasi, dilakukan dengan cara pengamatan 

langsung.
29

 Hal ini dilakukan untuk mengetahui 

Potensi Perbankan Syariah Bagi Usaha Mikro di 

Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, 

Kabupaten Lampung Utara Untuk Mendukung 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). 

b. Wawancara 

                                                             
29

 Suharsini, ―Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.‖ 
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Wawancara digunakan sebagai metode 

pengumpulan data jika peneliti ingin melakukan 

penelitian pendahuluan untuk memecahkan 

masalah yang diteliti dan jika peneliti ingin 

mengetahui hal-hal penting dari responden secara 

lebih rinci.
30

 Sedangkan jenis wawancara yang 

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara (interview) bebas dan terpimpin. 

Dengan begitu, pewawancara hanya membuat 

pokok-pokok masalah yang akan diteliti. 

Selanjutnya dalam proses wawancara berlangsung 

mengikuti situasi. 

Pewawancara harus pandai mengarahkan 

yang di wawancarai jika ia menyimpang dari 

topik yang sedang dibahas.
31

 Pedoman 

wawancara (interview) berfungsi untuk 

pengendali agar tidak terjadi kehilangan arah 

pembicaraan selama proses wawancara 

berlangsung. 

Dalam penelitian ini, peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan kepada sejumlah narasumber 

yang dapat memberikan keterangan yang 

diperlukan oleh peneliti. Wawancara akan 

ditunjukkan pada Pelaku Usaha Mikro yang ada 

di desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, 

Kaupaten Lampung Utara. 

 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah mencari data mengenai 

hal-hal atau variabel berupa catatan, transkip dan 

buku-buku, surat kabar, majalah, prasanti, 

notulen, agenda, dan lain-lain. Dalam hal ini, 

penulis mengumpulkan arsip-arsip, data-data 

berupa foto dan gambar untuk mendukung 

                                                             
30 Suharsini. 

31 Suharsini. 
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penelitian yang dilakukan. Foto-foto yang 

terkumpul dapat berupa foto pelaksanaan 

penelitian, keadaan lingkungan penelitian, dan 

foto pendukung lainnya.
32

 

5. Teknik Menganalisis Data 

Untuk memperoleh hasil penelitian yang lengkap, 

tepat dan benar, maka teknik analisis data di dalam penelitian 

ini menggunakan analisis dari Miles dan Hubberman yang 

mana penelitian ini memiliki tujuan untuk melihat dan 

mengangkat fakta terkait dengan keadaan, variabel dan 

fenomena-fenomena yang terjadi pada saat berlangsungnya 

penelitian ini serta menyajikannya secara apa adanya.Terdapat 

empat kegiatan dalam menganalisis data kualitatif, antara 

lain
33

 : 

a. Pengumpulan Data 

Dalam proses pengambilan data dapat juga 

sekaligus dilakukan analisis data. Datanya adalah 

segala sesuatu yang dilihat, didengar dan diamati. 

Data yang diperoleh bukan merupakan data akhir 

yang akan dapat langsung dianalisis untuk 

menarik suatu kesimpulan akhir. 

b. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, dan memfokuskan pada hal-

hal penting terkait informasi yang telah diperoleh 

dari narasumber  melalui observasi atau 

wawancara. 

c. Penyajian Data 

Penyajian data sebagai bagian dari analisis 

adalah kegiatan merancang deretan dan kolom-

kolom sebuah matriks untuk data kualitatif serta 

memutuskan jenis dan bentuk data yang harus 

dimasukkan ke dalam bentuk kotak-kotak 

matriks. Semuanya dirancang guna 

                                                             
32 Sugiyono, ―Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, R&D.‖ 
33

 Miles, Huberman, dan Saldana, Qualitative Data Analysis: A Methods 

Sourcebook. 
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menggabungkan informasi sehingga tersusun 

dalam konfigurasi-konfigurasi sebagai suatu 

bentuk yang padu atau sistematis.
34

 

d. Penarikan Kesimpulan 

Penarikan kesimpulan adalah tahapan terakhir 

dari analisis ini. Kegiatannya yakni menarik 

kesimpulan dan memverifikasinya. Jika data yang 

didapat telah lengkap, maka selanjutnya dapat 

ditarik kesimpulan untuk memudahkan peneliti 

dalam penguasaan data. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri atas lima 

bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat 

diterangkan sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai pebegasan judul, latar 

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian dan menguraikan secara singkat 

penelitian terdahulu serta sistematika penulisan. 

 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan memaparkan mengenai beberapa teori dan 

literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 

 

 

 

BAB III: DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan penjelasan mengenai gambaran 

umum objek penelitian dan penyajian fakta penelitian. 

 

 

 

                                                             
34 Miles, M. B., & Hubberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber 

Tentang Metode-Metode Baru. 
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BAB IV: HASIL PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan 

yang disesuaikan dengan topik yang sedang diteliti. 

 

BAB V: PENUTUP  

Bab ini akan menguraikan mengenai kesimpulan penelitian, 

saran, dan keterbatasan dalam penelitian. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Optimalisasi Potensi 

1. Pengertian Optimlisasi Potensi 

Optimalisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

ialah tertinggi, paling baik, sempurna, terbaik, paling 

menguntungkan. Mengoptimalkan berarti menjadikan 

sempurna, menajadikan paling tinggi, menajadikan 

maksimal atau efektif. Optimalisasi berarti 

pengoptimalan.
35

 Pengertian optimalisasi menurut ahli 

adalah proses pencarian solusi yang terbaik, tidak selalu 

keuntungan yang paling tinggi yang dapat dicapai jika 

tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan 

keuntungan, atau tidak selalu biaya yang paling kecil yang 

bisa ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah 

meminimalkan biaya, atau dapat diartikan bahwa 

optimalisasi merupakan upaya pencapaian tujuan secara 

efektif dan efisien.
36

 Optimalisasi dalam pengertian lain 

dapat diartikan ukuran yang menyebabkan tercapainya 

tujuan.
37

 

Adapun pengertian optimalisasi menurut bahasa 

(lughawiyah) berasal dari kata ―optimal‖ yang artinya 

―terbaik, tertinggi‖,
38

 dalam analisis penelitian, 

merupakan ―tindakan untuk memperoleh hasil yang 

terbaik dengan keadaan yang diberikan‖. Khususnya 

dalam bidang desain, konstruksi, dan pemeliharaan dari 

sistem teknik, kemudian harus diambil beberapa teknologi 

dan keputusan managerial dalam beberapa tahap. Tujuan 

akhir dari semua keputusan seperti itu adalah 

meminimalkan upaya yang diperlukan atau untuk 

memaksimalkan manfaat yang diinginkan. 

                                                             
35 Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 
36 Hotniar, Pemrograman linear. 
37 Winardi, Pengantar Manajemen Penjualan. 
38 Agus, Sulistyo dan Adhi, Kamus Praktis Bahasa Indonesia. 
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Dari beberapa penjelasan mengenai teori optimalisasi 

tersebut dapat disimpulkan bahwa, suatu titik optimal 

dapat dicapai apabila telah diketahui titik lemah (weak 

spot) yang mengganggu dengan cara meminimalkannya, 

sehingga titik optimal akan perlahan akan bertambah 

seiring dengan minimalisasi titik lemah tersebut. 

Sedangkan pengertian potensi adalah suatu 

kemampuan yang memiliki kemampuan untuk 

dikembangkan.
39

 Potensi adalah sumber yang sangat besar 

yang belum diketahui dan belum diberikan ketika manusia 

lahir di dunia ini. Potensi adalah suatu kemampuan yang 

belum terungkap, kuasa yang tersimpan, kekuatan yang 

belum tersentuh, keberhasilan yang belum digunakan, 

karunia yang tersembunyi atau dengan kata lain potensi 

adalah suatu kemampuan atau kekuatan atau daya, dimana 

potensi dapat bersifat bawaan atau bakat dan hasil 

rangsangan atau pembelajaran dalam perkembangan.  

Potensi adalah kemampuan, kekuatan, kesanggupan, daya 

yang mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan.
40

 

Dalam kamus ilmiah, potensi diartikan sebagai kekuatan, 

kesanggupan, kemampuan, kekuatan, pengaruh, daya dan 

kefungsian.
41

 

Dari beberapa pengertian di atas, potensi dapat 

diartikan sebagai kemampuan dasar yang terpendam yang 

hasilnya dapat dirasakan setelah kemampuan tersebut 

dikembangkan. 

Untuk mencapai optimalisasi dalam suatu lembaga 

atau organisasi maka diperlukan pengembangan kapasitas 

atau capacity building, yang mana pengembangan 

kapasitas ini merupakan salah satu upaya peningkatan 

kemampuan lembaga atau organisasi untuk mencapai 

tujuan yang hendak dicapai.
42

 Sedangkan potensi diartikan 

                                                             
39 Ensiklopedi Indonesia, ―Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,‖ 1997. 
40 Departemen Pendidikan Nasional, ―Kamus Besar Bahasa Indonesia.‖ 
41 Farida Hamid, ―Kamus Ilmiah Populer Lengkap.‖ 
42 Tati Handayani dan Dra. Pusporini, Membangun UMKM Syariah Di 

Industri Halal. 
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sebagai kemampuan dasar yang terpendam yang hasilnya 

dapat dirasakan setelah kemampuan tersebut 

dikembangkan secara optimal. Dalam hal ini dapat 

diartikan optimalisasi potensi perbankan syariah adalah 

upaya dari lembaga perbankan syariah dalam 

mengembangkan kemampuan dasar yang terpendam yang 

hasilnya dapat dirasakan setelah kemampuan tersebut 

dikembangkan secara optimal. 

2. Konsep Optimalisasi 

Seperti yang telah dijelaskan, optimalisasi merupakan 

upaya, proses, cara, dan tindakan untuk menggunakan 

sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai 

kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling 

diinginkan dalam batas-batas tertentu secara efektif dan 

efisien. Setiap kegiatan usaha tentunya selalu berupaya 

untuk mengoptimalkan apa yang menajadi tujuan dari 

didirikannya kegiatan usaha tersebut. Oleh karenanya 

setiap kegiatan usaha selalu memiliki upaya atau strategi 

tersendiri dalm optimalisasi tujuannya tersebut. Seperti, 

misalnya yaitu menerapkan strategi pemasaran yang 

meliputi price, place, product, dan promotion. Sedangkan 

dalam suatu organisasi atau kelembagaan, untuk mencapai 

optimalisasi dari tujuan organisasi atau kelembagaan yaitu 

dengan meningkatkan kemampuan organisasi atau sistem 

untuk menjalankan fungsinya dengan baik secara efektif, 

efisien dan konstan. 

Dalam sebuah organisasi atau lembaga tentunya 

terdapat asas atau dasar yang digunakan sebagai pedoman 

dalam melaksanakan tugasnya untuk dapat mencapai 

tujuan organisasi dan menjalankan perannya secara 

maksimal. Berikut ini asas-asas organisasi yang berfungsi 

untuk mewujudkan optimalisasi organisasi sehingga dapat 

menjadi organisasi yang unggul, efektif, dan berdaya guna 

sesuai kebutuhan:
43

 

                                                             
43 Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, Kepemimpinan dan Perilaku 

Organisasi. 
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a) Asas tujuan organisasi, harus jelas dan rasional; 

b) Asas kesatuan tujuan, harus ada kesatuan tujuan 

yang ingin dicapai; 

c) Asas kesatuan perintah, bawahan menerima 

perintah dan mempertanggungjawabkannya hanya 

kepad seorang atasan; 

d) Asas rentang kendali, manajer hanya bisa 

memimpin secara efektif sejumlah bawahan 

tertentu, misalnya 3 orang atau 9 orang; 

e) Asas pendelegasian wewenang, pembagian 

wewenang harus jelas dan efektif; 

f) Asas keseimbangan wewenang dan 

tanggungjawab, wewenang yang diberikan 

dengan tanggungjawab yang timbul karenannya 

harus sama besarnya; 

g) Asas tanggungjawab, harus sesuai dengan garis 

wewenang; 

h) Asas pembagian kerja; 

i) Asas penempatan personalia; 

j) Asas jenjang berangkai, prosedur wewenang 

harus bersifat vertikal yang jelas, tidak terputus-

putus dengan jarak pendek; 

k) Asas efisiensi; 

l) Asas kesinambungan; 

m) Asas koordinasi. 

Sebelumnya telah dijelaskan bahwa untuk mencapai 

optimalisasi dalam suatu lembaga atau organisasi 

diperlukan pengembangan kapasitas atau capacity 

building, dimana pengembangan kapasitas ini merupakan 

salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan 

lembaga atau organisasi dalam mencapai tujuan yang 

ingin dicapai.
44

 Kapasitas adalah kemampuan suatu 

organisasi atau system untuk menjalankan fungsinya 

dengan baik secara efektif, efisien, dan konstan sehingga 

                                                             
44 Yeremias T. Keban, ―Good Governance dan capacity Building Sebagai 

Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah.‖ 
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organisasi atau system tersebut dapat menjalankan 

perannya secara optimal.
45

 

 

3. Indikator Optimalisasi Potensi 

Ada beberapa indikator dalam melakukan optimalisasi 

yang harus diidentifikasi, yaitu sebagai berikut.
46

 

1. Tujuan 

Tujuan bisa berbentuk maksimalisasi atau 

minimalisasi. Bentuk maksimalisasi digunakan 

jika tujuan pengoptimalan berhubungan dengan 

keuntungan, penerimaan, dan sejenisnya. Bentuk 

minimisasi akan dipilih jika tujuan pengoptimalan 

berhubungan dengan biaya, waktu, jarak, dan 

sejenisnya. Penentuan tujuan harus 

memperhatikan apa yang diminimumkan atau 

maksimumkan. 

2. Alternatif Keputusan 

Pengambilan keputusan dihadapkan pada 

beberapa pilihan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Alternatif keputusan yang tersedia 

tentunya alternatif yang menggunakan 

sumberdaya terbatas yang dimiliki pengambil 

keputusan. Alternatif keputusan merupakan 

aktivitas atau kegiatan yang dilakukan untuk 

mencapai tujuan. 

3. Sumberdaya yang Dibatasi 

Sumberdaya merupakan pengorbanan yang 

harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan. Ketersediaan sumberdaya ini terbatas. 

Keterlibatan ini yang mengakibatkan 

dibutuhkanya proses optimalisasi bagi para 

pelaksana. 

Proses implementasi sangat berkaitan dengan 

beberapa faktor penting untuk menghasilkan 

                                                             
45 Santoso dan kawan kawan, ―Capacity Building.‖ 
46 Sidik, ―Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka 

Meningkatkan Kemampuan Keuangan Daerah.‖ 
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suatu pelaksanaan perencanaan. Faktor-faktor 

yang bisa mempengaruhi proses implementasi 

adalah faktor komunikasi, resouces dan disposisi 

yang dapat diuraikan sebagai berikut:
47

 

a. Komunikasi, bisa dimaknai sebagai suatu 

hubungan yang baik jika disampaikan 

secara jelas oleh para implementator, 

karena hal ini menyangkut sejauh mana 

proses penyampaian informasi diterima 

oleh komunikan. 

b. Resouces (sumber daya), menyangkut 

terpenuhinya banyaknya pegawai maupun 

karyawan yang terlibat dan kualitas 

kinerja mereka serta informasi untuk 

dijadikan bahan pengambilan keputusan 

yang cukup guna melaksanakan peran 

dan tanggung jawab sebagai pelaksanaan 

tugas; 

c. Disposisi, bagian dari sikap dan 

komitmen para pemangku kepentingan 

terhadap program yang dilaksanakan. 

Mengacu pada pendapat di atas, dapat 

disimpulkan bahwa implementasi pada 

prinsipnya tidak hanya terbatas pada proses 

pelaksanaan suatu kebijakan namun juga 

melingkupi tindakan-tindakan atau bank 

syariah yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program pembiayaan pada 

Usaha Mikro untuk membantu 

pengembangan modal usahanya. Dengan 

demikian, implementasi pembiayaan pada 

Usaha Mikro dimaksudkan untuk memahami 

apa yang terjadi setelah program dirumuskan, 

serta apa dampak yang timbul dari program 

                                                             
47

 Syukur, ―Study Imlementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan 

Relevansinya Dalam Pembangunan.‖ 
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pembiayaan pada Usaha Mikro. Hal ini akan 

berdampak positif jika implementasi 

pembiayaan pada Usaha Mikro dilakukan 

tepat sasaran sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sebelumnya. 

 

B. Perbankan Syariah 

1. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia 

Deregulasi perbankan dimulai sejak tahun 1983. Pada 

tahun tersebut, BI memberikan keleluasaan kepada bank-

bank untuk menetapkan suku bunga. Pemerintah berharap 

dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan 

tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan 

kuat dalam menopang perekonomian.  Pada tahun 1983 

tersebut pemerintah Indonesia pernah berencana 

menerapkan "sistem bagi hasil" dalam perkreditan yang 

merupakan konsep dari perbankan syariah. 

Pada tahun 1988, Pemerintah mengeluarkan Paket 

Kebijakan Deregulasi Perbankan 1988 (Pakto 88) yang 

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada bisnis 

perbankan harus dibuka seluas-luasnya untuk menunjang 

pembangunan (liberalisasi sistem perbankan). Meskipun 

lebih banyak bank konvensional yang berdiri, beberapa 

usaha-usah perbankan yang bersifat daerah yang 

berasaskan syariah juga mulai bermunculan. 

Inisiatif pendirian bank Islam Indoensia dimulai pada 

tahun 1980 melalui diskusi-diskusi bertemakan bank 

Islam sebagai pilar ekonomi Islam.  Sebagai uji coba, 

gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang 

relatif terbatas di antaranya di Bandung (Bait At-Tamwil 

Salman ITB) dan di Jakarta (Koperasi Ridho Gusti). 

Tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 

membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam 

di Indonesia. Pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) menyelenggarakan lokakarya 

bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. 
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Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih 

mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI di Jakarta 

22 – 25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi 

pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam di 

Indonesia. Kelompok kerja dimaksud disebut Tim 

Perbankan MUI dengan diberi tugas untuk melakukan 

pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak yang 

terkait. 

Sebagai hasil kerja Tim Perbankan MUI tersebut 

adalah berdirilah bank syariah pertama di Indonesia yaitu 

PT Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang sesuai akte 

pendiriannya, berdiri pada tanggal 1 Nopember 1991. 

Sejak tanggal 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan 

modal awal sebesar Rp 106.126.382.000,- 

Pada awal masa operasinya, keberadaan bank syariah 

belumlah memperolehperhatian yang optimal dalam 

tatanan sektor perbankan nasional. Landasanhukum 

operasi bank yang menggunakan sistem syariah, saat itu 

hanya diakomodir dalam salah satu ayat tentang "bank 

dengan sistem bagi hasil"pada UU No. 7 Tahun 1992; 

tanpa rincianlandasan hukum syariah serta jenis-jenis 

usaha yang diperbolehkan. 

Pada tahun 1998, pemerintah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat melakukan penyempurnaan UU No. 7/1992 

tersebutmenjadi UU No. 10 Tahun 1998, yang secara 

tegas menjelaskan bahwa terdapat dua sistem dalam 

perbankan di tanah air (dual banking system), yaitu sistem 

perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. 

Peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan, yang 

ditandai dengan berdirinya beberapa Bank Islam lain, 

yakni Bank IFI, Bank Syariah Mandiri, Bank Niaga, Bank 

BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar 

dan BPD Aceh dll. 

Pengesahan beberapa produk perundangan yang 

memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas 

pasar keuangan syariah, seperti: (i) UU No.21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah; (ii) UU No.19 tahun 2008 
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tentang Surat Berharga Syariah Negara (sukuk); dan (iii) 

UU No.42 tahun 2009 tentang Amandemen Ketiga UU 

No.8 tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa.  Dengan 

telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 

2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 

Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan 

syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang 

memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara 

lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang 

impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih 

dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka 

diharapkan peran industri perbankan syariah dalam 

mendukung perekonomian nasional akan semakin 

signifikan.Lahirnya UU Perbankan Syariah mendorong 

peningkatan jumlah BUS dari sebanyak 5 BUS menjadi 

11 BUS dalam kurun waktu kurang dari dua tahun (2009-

2010). 

Sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan 

syariah di Indonesia, dalam dua dekade pengembangan 

keuangan syariah nasional, sudah banyak pencapaian 

kemajuan, baik dari aspek lembagaan dan infrastruktur 

penunjang, perangkat regulasi dan sistem pengawasan, 

maupun awareness dan literasi masyarakat terhadap 

layanan jasa keuangan syariah. Sistem keuangan syariah 

kita menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang 

diakui secara internasional.  Per Juni 2015, industri 

perbankan syariah terdiri dari 12 Bank Umum Syariah, 22 

Unit Usaha Syariah yang dimiliki oleh Bank Umum 

Konvensional dan 162 BPRS dengan total aset sebesar 

Rp. 273,494 Triliun dengan pangsa pasar 4,61%. Khusus 

untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, total aset gross, 

pembiayaan, dan Dana Pihak Ketiga(BUS dan UUS) 

masing-masing sebesar Rp. 201,397 Triliun, Rp. 85,410 

Triliun dan Rp. 110,509 Triliun. 

Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan 

pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke 

Otoritas Jasa Keuangan. Maka pengawasan dan 
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pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK. OJK 

selaku otoritas sektor jasa keuangan terus 

menyempurnakan visi dan strategi kebijakan 

pengembangan sektor keuangan syariah yang telah 

tertuang dalam Roadmap Perbankan Syariah Indonesia 

2015-2019 yang dilaunching pada Pasar Rakyat Syariah 

2014.  Roadmap ini diharapkan menjadi  panduan arah 

pengembangan yang berisi insiatif-inisiatif strategis untuk 

mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan.
48

 

 

2. Pengertian Perbankan Syariah 

Adapun pengertian perbankan syariah menurut para 

ahli adalah sebagai berikut: 

a) Bank syariah adalah bank yang sistem perbankannya 

menganut prinsip-prinsip dalam islam. Bank syariah 

merupakan bank yang diimpikan oleh para umat 

islam. 

b) Pengertian Bank Syariah Menurut Sudarsono, Bank 

Syariah adalah lembaga keuangan negara yang 

memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya di 

dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang 

yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip 

syariah atau islam. 

c) Menurut Perwataatmadja, Pengertian Bank Syariah 

adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-

prinsip syariah (islam) dan tata caranya didasarkan 

pada ketentuan Alquran dan Hadist. 

d) Siamat Dahlam mengemukakan Pengertian Bank 

Syariah, Bank Syariah merupakan bank yang 

menjalankan usahanya berdasar prinsip-prinsip 

syariah yang didasarkan pada alquran dan hadits. 

e) Pengerian Bank Syariah menurut Schaik, Bank 

Syariah adalah suatu bentuk dari bank modren yang 

didasarkan pada hukum islam, yang dikembangkan 

pada abad pertenganhan islam dengan menggunakan 

                                                             
48 Otoritas Jasa Keuangan, ―Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,‖ 2017. 
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konsep bagi risiko sebagai sistem utama dan 

meniadakan sistem keuangan yang didasarkan pada 

kepastian dan keuntungan yang telah ditentukan 

sebelumnya.
49

 

Sedangakan Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, 

atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis 

Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan 

keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan 

(maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak 

mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang 

haram
50

.  

Selain itu, UU Perbankan Syariah juga 

mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi 

sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul 

mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, 

sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan 

menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai 

kehendak pemberi wakaf (wakif). Pelaksanaan fungsi 

pengaturan dan pengawasan perbankan syariah dari aspek 

pelaksanaan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang 

baik dilaksanakan oleh OJK sebagaimana halnya pada 

perbankan konvensional, namun dengan pengaturan dan 

sistem pengawasan yang disesuiakan dengan kekhasan 

sistem operasional perbankan syariah. Masalah 

pemenuhan prinsip syariah memang hal yang unik bank 

syariah, karena hakikinya bank syariah adalah bank yang 

menawarkan produk yang sesuai dengan prinsip syariah.  

Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi sangat 

fundamental karena hal inilah yang menjadi alasan dasar 

eksistensi bank syariah. Selain itu, kepatuhan pada prinsip 

syariah dipandang sebagai sisi kekuatan bank syariah. 

Dengan konsisten pada norma dasar dan prinsip syariah 

                                                             
49 Andrianto dan Firmansyah, ―Manajemen Bank Syariah ( Implementasi 

Teori dan Praktek ).‖ 
50 Otoritas Jasa Keuangan, ―Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,‖ 2017. 
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maka kemaslhahatan berupa kestabilan sistem, keadilan 

dalam berkontrak dan terwujudnya tata kelola yang baik 

dapat berwujud. 

Sistem dan mekanisme untuk menjamin pemenuhan 

kepatuhan syariah yang menjadi isu penting dalam 

pengaturan bank syariah. Dalam kaitan ini lembaga yang 

memiliki peran penting adalah Dewan Syariah Nasional 

(DSN) MUI. Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang 

Perbankan Syariah memberikan kewenangan kepada MUI 

yang fungsinya dijalankan oleh organ khususnya yaitu 

DSN-MUI untuk menerbitkan fatwa kesesuaian syariah 

suatu produk bank. Kemudian Peraturan Bank Indonesia 

(sekarang POJK) menegaskan bahwa seluruh produk 

perbankan syariah hanya boleh ditawarkan kepada 

masyarakat setelah bank mendapat fatwa dari DSN-MUI 

dan memperoleh ijin dari OJK. Pada tataran operasional 

pada setiap bank syariah juga diwajibkan memiliki Dewan 

Pengawas Syariah (DPS) yang fungsinya ada dua, 

pertama fungsi pengawasan syariah dan kedua fungsi 

advisory (penasehat) ketika bank dihadapkan pada 

pertanyaan mengenai apakah suatu aktivitasnya sesuai 

syariah apa tidak, serta dalam proses melakukan 

pengembangan produk yang akan disampaikan kepada 

DSN untuk memperoleh fatwa. 

Selain fungsi-fungsi itu, dalam perbankan syariah 

juga diarahkan memiliki fungsi internal audit yang fokus 

pada pemantauan kepatuhan syariah untuk membantu 

DPS, serta dalam pelaksanaan audit eksternal yang 

digunakan bank syariah adalah auditor yang memiliki 

kualifikasi dan kompetensi di bidang syariah. Secara 

umum terdapat bentuk usaha bank syariah terdiri atas 

Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

(BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang 

menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu 

lintas sistem pembayaran.  

Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang 

berbentuk bank syariah penuh (full-pledged) dan terdapat 
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pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank 

umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan 

bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam 

UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan 

setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan 

dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi 

berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu 

mendapat izin OJK. 

 

3. Dasar Hukum Perbankan Syariah 

QS. An Nisa: 29 

نَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلََّ  انَْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ  ٌْ ا اَمْوَالَكُمْ بَ مَنُوْا لََ تَأكُْلوُْ  نَ اه ٌْ ٌُّهَا الَّذِ اَ
هٌ 

مًا ٌْ َ كَانَ بِكُمْ رَحِ
ا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اّللّه نْكُمْ ۗ وَلََ تَقْتُلوُْ   تَرَاضٍ مِّ

 

Terjemahan : Wahai orang-orang yang beriman! 

Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu 

dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam 

perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di 

antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. 

Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu51. 

 

Berdasarkan ayat di atas, merujuk pada mereka yang 

beriman kepada Al-Qur'an agar tidak memakan satu pun 

harta itu Diperoleh/diperoleh secara terang-terangan atau 

palsu; belum lagi kedatangannya menggunakan kekerasan 

yang dapat menyebabkan kematian/pembunuhan antar 

umat, individu serta kelompok. Siapa pemilik harta yang 

memperolehnya dengan cara yang batil, terutama dengan 

penggunaan metode permusuhan dan penganiayaan, maka 

ancaman dari Allah SWT adalah neraka. Karena 

Memperoleh kekayaan melalui kebatilan, menurut Al-

Qur'an, termasuk dalam dosa besar yang wajib dihindari.
52

 

QS Al Baqarah: 275 

                                                             
51 ―Surat An-Nisa: 29.‖ 
52 Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Tafsir. 
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نُ مِنَ  طه ٌْ تَخَبَّطُهُ الشَّ ٌَ قُوْمُ الَّذِيْ  ٌَ قُوْمُوْنَ اِلََّ كَمَا  ٌَ وا لََ  به أكُْلوُْنَ الرِّ ٌَ نَ  ٌْ الََّذِ

مَ  عَ وَحَرَّ ٌْ ُ الْبَ واۘ وَاَحَلَّ اّللّه به عُ مِثْلُ الرِّ ٌْ مَا الْبَ ا اِنَّ هُمْ قَالوُْ  لكَِ بِانََّ
الْمَسِّۗ ذه

ءَهٗ مَ  واۗ فَمَنْ جَاٰۤ به ِ ۗ الرِّ
ى فَلهَٗ مَا سَلفََۗ وَاَمْرُهٗ  اِلىَ اّللّه بِّهٖ فَانْتَهه نْ رَّ وْعِظَةٌ مِّ

لدُِوْنَ  هَا خه ٌْ ارِ ۚ هُمْ فِ بُ النَّ ى كَِ اَصْحه
 وَمَنْ عَادَ فَاوُلهٰۤ

 

Terjemahan : Orang-orang yang memakan riba tidak 

dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang 

kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena 

mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. 

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 

mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan 

dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah 

diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya 

(terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka 

mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.53 

 

Berdasarkan Ayat di atas menjelaskan, secara umum 

namun tegas memberikan gambaran tentang hukum jual 

beli halal dan larangan riba dan gambaran sifat atau 

karakter kehidupan rentenir (lintah darat), sejenis atau 

bahkan sama dengan orang kerasukan setan atau iblis. 

Penyebab setan pemakan riba justru karena yang 

bersangkutan sudah tidak mampu lagi membedakan antara 

jual beli yang sah dengan riba dilarang, dan mereka 

berpendapat bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, 

jual beli yang sah jelas sangat berbeda dengan riba yang 

dilarang.
 54

 

 

4. Tujuan dan Fungsi Perbankan Syariah 

Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan 

usahanya berasaskan pada Prinsip Syariah, demokrasi 

ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah 

bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional 

                                                             
53 ―Surat Al-Baqarah:275.‖ 
54 Amin Suma, Tafsir Ayat Ekonomi: Teks, Terjemah, Tafsir. 



 

 

39 

dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan 

pemerataan kesejahteraan rakyat.
55

  

Sedangkan fungsi dari perbankan syariah adalah : 

Adiwarman A. Karim menjelaskan, secara umum bank 

adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, 

yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan 

memberikan jasa pengiriman uang. Di dalam sejarah 

perekonomian umat Islam, pembiayaan yang dilakukan 

dengan akad yang sesuai syariah telah menjadi bagian dari 

tradisi umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad saw. 

Praktek seperti menerima simpanan, meminjamkan uang 

untuk keperluan konsumsi dan bisnis, serta mengirim 

uang telah banyak dilakukan sejak zaman Nabi 

Muhammad saw. Dengan demikian, fungsi dasar 

perbankan modern yaitu menerima simpanan, 

menyalurkan dana dan melakukan transfer uang telah 

menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan 

umat Islam. 
56

 

 

 

5. Prinsip Dasar Bank Syariah 

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, 

perbankan syariah memiliki prinsip dasar yang harus 

dipatuhi. Hal ini dikarenakan bahwa perbankan syariah 

menjalankan kegiatan syariahnya harus dijalankan oleh 

beberapa unsur yang diikat dalam prinsip dasar. Unsur –

unsur tersebut meliputi unsur kesesuaian dengan syariah 

islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga 

keuangan. 

Prinsip –prinsip tersebut telah menjadi landasan yang 

kuat bagi pengelola perbankan syariah. Adapun prinsip 

dasar dalam perbankan syariah tersebut antara lain : 

1) Larangan terhadap Transaksi yang Mengandung 

Barang atau Jasa yang Diharamkan 

                                                             
55 Otoritas Jasa Keuangan, ―Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,‖ 2017. 
56 A. Karim, ―Bank Islam: Analisis Fikih dan Keuangan.‖ 
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Larangan terhadap transaksi yang 

mengandung barang atau jasa yang diharamkan 

sering dikaitkan dengan prinsip muamalah yang 

ketiga, yaitu keharusan menghindar dari 

kemudaratan. Alquran dan Sunah Nabi 

Muhammad SAW, sebagai sumber hukum dalam 

menentukan keharaman suatu barang atau jasa, 

menyatakan secara khusus berbagai jenis bahan 

yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum 

dan dipakai oleh seorang muslim. 

Bagi industry perbankan syariah, pelarangan 

terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut 

diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan 

pembiayaan yang terkait dengan aktivitas 

pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan 

bahan konsumsi lain yang diharamkan oleh 

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ). Dalam 

pemberian pembaiyan, bank syariah dituntut 

untuk selalu meamstikan kehalalan jenis usaha 

yang dibantu pembiayaannya oleh bank syariah. 

Dengan demikian, pada suatu bank syariah tidak 

akan ditemui adanya pembiayaan untuk usaha 

yang bergerak di bidang peternakan babi, 

minuman keras, ataupun bisnis pornografi dan 

lainnya yang diharamkan. 

2) Larangan terhadap Transaksi yang Diharamkan 

Sistem dan Prosedur Perolehan Keuntungannya 

Selain melarang transaksi yang haram zatnya, 

agama islam juga melarang transaksi yang 

diharamkan sistem dan prosedur perolehan 

keuntungannya. Beberapa hal yang masuk 

kategori transaksi yang diharamkan karena sistem 

dan prosedur perolehan keuntungannya tersebut 

adalah:  

a. Tadlis, Transaksi yang mengandung hal 

pokok yang tidak diketahui oleh salah 

satu pihak. 



 

 

41 

b. Gharar, Transaksi gharar memiliki 

kemiripan dengan tadlis. Dalam tadlis, 

ketiadaan informasi terjadi pada salah 

satu pihak, sedangkan dalam gharar 

ketiadaan informasi terjadi pada kedua 

belah pihak yang bertransaksi jual beli. 

c. Bai’ Ikhtikar, Bai’ Ikhtikar merupakan 

bentuk lain dari transaksi jual beli yang 

dilarang oleh syariah islam. Ikhtikar 

adalah mengupayakan adanya kelangkaan 

barang dengan cara menimbun. Dengan 

demikian, penjual akan memperoleh 

keuntungan yang besar karena dapat 

menjual dengan harga yang jauh lebih 

tinggi dibanding harga sebelum 

kelangkaan terjadi.  

d. Bai’ Najasy, Adalah tindakan 

menciptakan permintaan palsu, seolah-

olah ada banyak permintaan terhadap 

suatu produk,sehingga harga jual produk 

akan naik. 

 

e. Maysir, Ulama dan Fuqaha 

mendefinisikan maysir sebagai suatu 

permainan di mana satu pihak akan 

memperoleh keuntungan sementara pihak 

lainnya akan menderita kerugian. 

f. Riba, Adalah tambahan yang disyaratkan 

dalam transaksi bisnis tanpa adanya 

padanan ( iwad ) yang dibenarkan syariah 

atas penambahan tersebut. 

 

6. Produk Perbankan Syariah 

Produk umum perbankan syariah merupakan 

penggabungan berkenaan dengan cara penghimpunan 

dang penyaluran dana yang dilakukan bank syariah seperti 

yang telah diuraikan. Produk-produk yang secara umum 
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diaplikasikan untuk melayani kebutuhan warga 

masyarakat. Produk-produk yang dimaksud, secara teknis 

telah mendapat persetujuan dari dewan syariah nasional 

majelis ulama indonesia (DSN-MUI) yang berwenang 

mengawasi berbagai bentuk dan produk perbankan 

syariah sampai ketingkat operasionalnya. Adapun produk-

produk umum perabankan syariah sebagai berikut: 

a. Mudharabah 

Mudharabah berasal dari kata dharb yang 

artinya memukul. Atau lebih tepatnya adalah proses 

dalam menjalankan suatu usaha. Secara teknis 

mudharabah adalah sebuah akad kerjasama antar 

pihak diaman pihak pertama (shahib al-mal) 

menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak 

lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara 

mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang 

dituangkan di dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung 

pemilik modal selama bukan akibat si pengelola. 

Namun seandainya kerugian tersebut disebabkan 

kelalaian atau kecurangan pengelola, maka si 

pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian 

yang terjadi. 

b. Murabahah (Pembiayaan dengan Margin) 

Murabahah merupakan salah satu produk 

perbankan syariah, baik kehiatan usaha bersifat 

produktif maupun bersifat konsumtif. Murabahah 

adalah jual beli barang pada harga asal dengan 

tambaha keuntungan yang telah disepakati antara 

penjual dengan pihak pembeli. Dalam kontrak 

murabahah penjual harus memberitahukan harga 

produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat 

keuntungan sebagai tambahannya. 

c. Musyarakah 

Musyarakah adalah akad kerjasama anatara 

dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. 

Dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 

dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa 
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keuntungan dan resiko akan di tanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan. Akad jenis ini juga sering 

disebut juga dengan profit & loss sharing 

d. Wadi’ah 

Wadiah dalam tradisi fiqih islam, dikenal 

dengan prinsip titipan atau simpanan. Wadi’ah juga 

dapat dartikan sebagai titipan murni dari satu pihak 

kepihak lain. Baik sebagai individu maupun sebagai 

suatu badan hukum, yang harus dijaga dan 

dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. 

Dapat dikatakan bahwa sifatsifat dari wadi‟ah, 

menjadi produk perbankan syariah berbentuk giro 

yang merupakan titipan murni (yad damanah). 

Dimana, atas izin penitip dapat digunakan oleh bank.  

Di samping itu, sebagai konsekuensi dari 

titipan murni tersebut, apabila dari pihak pengelola 

tersebut (bank) memperoleh keuntungan, maka laba 

tersebut sepenuhnya adalah milik bank. Kemudian 

bank atas kehendaknya sendiri tanpa perjanjian 

understanding di muka, dapat memberikan bonus 

kepada para nasabahnya. 

 

e. Ijarah 

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas 

barang atau jasa, melalui bayaran upah sewa, tanpa 

diikuti dengan permintaan kepemilikan (ownership 

milkyyah) atas barang itu sendiri. Karena itu, ijarah 

dalam konteks perbankan syariah adalah suatu hire 

contract. Dari penjelasan di atas dapatlah dianalisa 

bahwa, produk umum perbankan syariah terdiri atas, 

produk mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual 

beli), musyarakah, wadi‟ah (titipan) dan ijarah 

(sewa). 

Beberapa produk bank syariah di atas  

diharapkan mampu mengoptimalkan potensinya bagi 

Usaha Mikro   
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7. Indikator Optimalisasi Potensi Bank Syariah 

Indikator optimalisasi potensi bank syariah antara 

lain: 

a. Penyebaran informasi yang efektif 

Bank syariah harus meningkatkan upaya mereka 

untuk menginformasikan dan mendidik Usaha Mikro 

tentang bank syariah. 

b. Peningkatan aksesibilitas 

Bank syariah perlu mengatasi keterbatasan dalam 

mengakses cabang dan jaringan ATM yang dihadapi 

oleh Usaha Mikro. 

c. Peningkatan promosi 

Bank syariah harus fokus mempromosikan layanan 

dan dukungan mereka untuk Usaha Mikro untuk 

menciptakan kesadaran dan menarik lebih banyak 

pengusaha. 

d. Event yang menarik 

Menyelenggarakan event yang menarik dapat 

membantu mengubah persepsi bahwa bank syariah itu 

eksklusif, menjadikannya lebih menarik bagi 

khalayak yang lebih luas. 

 

Indikator-indikator di atas dapat membantu bank 

syariah dalam mengoptimalkan potensinya bagi Usaha 

Mikro dan berkontribusi dalam Pengembangan Ekonomi 

Lokal (PEL).
57

 

 

C. Usaha Mikro 

1. Pengertian Usaha Mikro 

Istilah Mikro sudah tidak asing lagi bagi masyarakat 

umum. Apa itu Usaha Mikro? Ekstensi Usaha Mikro. 

Pemerintah sendiri telah mendefinisikan pengertian Usaha 

Mikro dan kriterianya, serta contoh Usaha Mikro. Arti 

penting Usaha Mikro tertuang dalam Undang-Undang 
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Umkm Halal Dalam Mendukung Sustainable Development Goals,‖ 2019. 
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Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah. 

Menurut  UU  No  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  

Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) adalah; 

a) Usaha  Mikro,  yaitu  usaha  produktif  milik  

orang  per-orangan  atau  badan usaha  milik 

perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 

a. Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  

Rp  50.000.000 (lima  puluh  juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha 

b. Memiliki    hasil    penjualan    tahunan    

paling    banyak    Rp 300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah) 

b) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri yang dilakukan oleh    orang    

perorangan    atau    badan    usaha yang    bukan    

merupakan   anak perusahaan atau bukan  cabang  

perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  

menjadi  bagian  baik  langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar 

dengan kriteria tertentu. 

c) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri,   yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang   dimiliki,   dikuasai,   atau   

menjadi   bagian   baik   langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.
58

. 

Usaha Mikro sendiri adalah bentuk usaha kecil yang 

memiliki skala sangat kecil, terutama dalam hal jumlah 

karyawan, modal, dan omset. Definisi usaha mikro bisa 

bervariasi di berbagai negara, tetapi secara umum, usaha 

mikro adalah unit usaha yang melibatkan sejumlah kecil 
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orang, seringkali hanya satu atau dua orang, dan memiliki 

sumber daya terbatas. 

Karakteristik Usaha Mikro: 

1. Skala Kecil 

Usaha mikro memiliki skala yang sangat kecil, 

biasanya hanya melibatkan beberapa orang atau 

bahkan hanya satu orang pemilik usaha. 

2. Modal Terbatas 

Modal yang digunakan untuk mendirikan dan 

mengoperasikan usaha mikro terbatas. Biasanya, 

usaha ini dibangun dari tabungan pribadi pemilik 

atau mungkin memerlukan sedikit pinjaman. 

3. Pengelolaan Sederhana 

Struktur manajemen usaha mikro cenderung 

sederhana dan sering kali terdiri dari pemilik yang 

juga bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-

hari. 

4. Pasar Lokal 

Usaha mikro biasanya melayani pasar lokal atau 

komunitas kecil. Mereka tidak selalu terlibat 

dalam aktivitas perdagangan internasional. 

5. Jumlah Karyawan Terbatas 

Usaha mikro memiliki jumlah karyawan yang 

sangat terbatas. Pemilik sering kali adalah satu-

satunya orang yang bekerja di dalamnya atau 

melibatkan beberapa anggota keluarga atau 

pekerjaan part-time. 

6. Fokus Spesifik 

Banyak usaha mikro memiliki fokus yang sangat 

spesifik dalam hal produk atau jasa yang mereka 

tawarkan. 

 

2. Lingkungan Pemasaran 

Untuk dapat mencapai apa yang diinginkan pelaku 

usaha, perlu memperhatikan lingkungan internal dan 

eksternal. Mengingat kedua faktor tersebut sangat 

mempengaruhi kebijakan usahanya dalam kelangsungan 
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kegiatannya. Berusaha memanfaatkannya dengan sebaik-

baiknya, memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada, 

serta mengantisipasi pergerakan dan ancaman pesaing, 

guna mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi 

usahanya 
59

. 

 

3. Peluang dan Tantangan Usaha Mikro 

A. Peluang 

Peran pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan 

(OJK) untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi 

nasional salah satunya adalah dengan strategi 

meningkatkan kerja sama pembiayaan syariah dengan 

Usaha Mikro, koperasi, dan BMT. Kebijakan kerja sama 

yang diarahkan dengan tujuan untuk memperkuat 

komposisi pembiayaan kepada sektor-sektor produktif 

yang mendukung peningkatan kapasitas perekonomian, 

seperti mendorong peningkatan alokasi pembiayaan 

produktif dan Usaha Mikro. Berikut beberapa kebijakan 

yang dapat dijadikan peluang untuk Usaha Mikro 

mengembangkan usaha nya dari segi permodalan:
60

 

1. Sejak diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia 

No.14/26/PBI/2012 tanggal 27 Desember 2012 

tentang Kegiatan Usaha dan Jaringan Kantor 

Berdasarkan Modal Inti Bank dan diterbitkannya 

pedoman teknis berupa Surat Edaran Bank 

Indonesia No.15/8/DPBS tanggal 27 Maret 2013, 

salah satu syarat untuk pembukaan jaringan 

kantor bank harus memenuhi persyaratan berupa 

rasio penyaluran pembiayaan pada Usaha Mikro. 

Tujuan dari penyempurnaan ketentuan ini adalah 

untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan 

Usaha Mikro (Laporan Perkembangan Keuangan 

                                                             
59 Krisning Tyas dan Chriswahyudi, ―Perencanaan Strategi Pemasaran Dengan 

Pendekatan Matrik Ie, Swot Dan Ahp Untuk Mendapatkan Alternatif Strategi 

Prioritas.‖ 
60

 Sri dan Ahmad, ―Peluang dan Tantangan Pengembangan Usaha 

Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dari Berbagai Aspek Ekonomi.‖ 
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Syariah OJK, 2015). Ini merupakan peluang bagi 

Usaha Mikro untuk memanfaatkan kebijakan ini 

dalam mendapatkan modal dari perbankan. Bank 

dapat memperoleh insentif tambahan jumlah 

Pembukaan Jaringan Kantor apabila Bank 

menyalurkan pembiayaan kepada Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM) paling rendah 20 

persen dan/atau Usaha Mikro dan Kecil (UMK) 

paling rendah 10 persen dari total portofolio 

pembiayaan. Ada kebutuhan bagi bank umum dan 

Lembaga keuangan mikro untuk memberikan 

pinjaman bagi Usaha Mikro untuk mencapai 

pengembangan ekonomi dan dapat sebagai sarana 

pemecahan masalah pengangguran (Saymeh dan 

Sabha, 2014). 

2. Cara yang dilakukan oleh perbankan syariah 

untuk mempermudah penyaluran pembiayaan, 

antara lain melalui linkage antara bank umum 

dengan BPRS atau lembaga keuangan, melalui 

jaringan/unit mikro yang berdiri sendiri atau 

melekat pada kantor cabang bank, dan partisipasi 

dalam penyaluran KUR (Laporan Perkembangan 

Keuangan Syariah OJK, 2013). Seiring dengan 

berlakunya UU No. 20 tahun 2008 mengenai 

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), 

maka pembiayaan yang disalurkan BUS dan UUS 

dalam bentuk pembiayaan modal kerja dan 

investasi untuk UMKM juga mengacu kepada 

definisi UMKM sebagaimana dimaksud dalam 

UU tersebut. Artinya, UMKM lebih mudah dalam 

menjangkau perbankan. 

3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/26/DPbS 

tanggal 10 Juli 2013 perihal Pelaksanaan 

Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia 

serta adanya tambahan kebutuhan informasi 

terkait prudential principle dan moneter, pada 

tahun 2013 telah dilakukan penyempurnaan 
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Laporan Bulanan Bank Umum Syariah dan Unit 

Usaha Syariah. Penyempurnaan yang dilakukan 

salah satunya bertujuan untuk mengakomodasi 

kebutuhan moneter melalui pengkinian sektor 

ekonomi dan UMKM. Artinya, Usaha Mikro  

merupakan komponen utama terkait prudential 

principle dan moneter. 

4. Perbankan syariah mempunyai pengaturan, 

pengawasan dan monitoring yang efektif, 

berkelanjutan dan terintegrasi secara cross sector, 

antara lain melalui kajian struktur dan 

interkoneksi sistem keuangan syariah beserta 

identifikasi fair playing field antara perbankan 

syariah dengan non-perbankan syariah termasuk 

kaitannya dengan pengembangan akses keuangan 

& UMKM, agar Usaha Mikro mudah dalam 

mengkases modal. 

B. Tantangan 

Menurut data laporan keuangan 

perkembangan keuangan syariah (2015) terjadi 

penurunan penyaluran pembiayaan terhadap sektor 

UMKM oleh perbankan syariah. Pembiayaan yang 

disalurkan perbankan syariah untuk kategori usaha 

selama tahun 2015 didominasi oleh sektor non-

UMKM baik di sisi modal kerja maupun investasi. 

Pembiayaan untuk kategori usaha yang diberikan 

untuk non-UMKM mencapai 61,80 persen sementara 

pembiayaan UMKM yang diberikan hanya 38,20 

persen atau sebesar Rp50,3 T. Porsi pembiayaan 

untuk UMKM ini menurun dibandingkan tahun 2014 

dimana pembiayaan UMKM yang disalurkan oleh 

bank syariah mencapai 49,98 persen . Artinya terdapat 

beberapa kendala baik dari segi faktor perbankan 

maupun faktor pelaku UMKM atau nasabah dalam 

memanfaatkan peluang-peluang tersebut diatas. 

Kemudian dari faktor-faktor tersebut menjadi 

tantangan bagi pemerintah dan masyarakat untuk 
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mengembangkan UMKM dari aspek keuangan 

syariah.
61

 

1. Faktor pelaku Usaha Mikro, faktor yang 

mempengaruhi perilaku nasabah yaitu budaya, 

sosial, pribadi dan psikologis yang terdiri dari 

motivasi, persepsi, pembelajaran, keyakinan dan 

sikap. Jadi, pihak terkait harus mampu 

menyesuaikan faktor perilaku nasabah dengan 

tujuan memberdayakan Usaha Mikro.
62

 

2. Faktor perbankan, tantangan ini meliputi strategi 

pemasaran yang dikembangkan oleh pemasar jasa 

perbankan. Perbankan harus mampu membuat 

kebijakan yang tidak memberatkan pelaku Usaha 

Mikro. 

 

 

D. Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) 

1. Definisi Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) didefinisikan 

sebagai proses di mana pemerintah lokal dan organsisasi 

berbasis masyarakat terlibat untuk mendorong, 

merangsang, memelihara aktivitas bisnis dan/atau 

pekerjaan.
63

 Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) juga 

didefinisikan sebagai proses terjalinnya kerja sama 

kolektif antara Pemerintah, dunia usaha serta sektor non 

Pemerintah dan masyarakat untuk mengidentifikasi dan 

memanfaatkan secara optimal sumber daya yang tersedia 

dalam upaya mendorong dan menciptakan perekonomian 

yang kuat, mandiri dan berkelanjutan.
64

 Dalam definisi 

PEL tersebut. ada dua kala kunci yang dapat diambil yaitu 

(1). kerja sama antar semua komponen dan (2). 

pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal. Kedua 
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 Sri dan Ahmad. 
62

 Lestari, ―Perbankan Syariah Sebagai Daya Pendorong Usaha Mikro 

Kecil Menengah di Indonesia.‖ 
63 Blakely, Planning local economic development: theory and practice. 
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kata kunci tersebut sekaligus merupakan komponen 

pendekatan PEL, dan tentunya keduanya sangat relevan 

dengan semangat desentralisasi di mana pemerintah 

daerah bersama-sama dengan seluruh komponen di 

dalamnya dituntut untuk mampu mengelola daerahnya 

sendiri dan mampu mengubah potensi lokal yang dimiliki 

menjadi kekuatan ekonomi sebagai sumber pertumbuhan 

dan perbaikan kualitas hidup penduduknya.  

Pengembangan Ekonomi Lokal atau PEL adalah 

proses partisipatif yang mendorong kemitraan antara 

dunia usaha dan pemerintah dan masyarakat pada wilayah 

tertentu, yang memungkinkan kerjasama dalam 

perancangan dan pelaksanaan strategi pembangunan 

secara umum, dengan menggunakan sumber daya lokal 

dan keuntungan kompetitif umum, dalam konteks global, 

dengan tujuan akhir menciptakan lapangan pekerjaan 

yang layak dan merangsang kegiatan ekonomi (ILO). 

Menurut AHJ. Helming. PEL adalah suatu proses dimana 

kemitraan yang mapan antara pemerintah daerah, 

kelompok berbasis masyarakat, dan dunia usaha daerah, 

mengelola sumber daya yang ada untuk menciptakan 

lapangan pekerjaan dan merangsang (pertumbuhan) 

ekonomi pada suatu pada suatu wilayah tertentu. 

Menekankan pada kontrol lokal, dan penggunaan potensi 

sumber daya manusia, kelembagaan dan sumber daya 

fisik. 

 

2. Indikator Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) 

Keberhasilan pengembangan ekonomi lokal dapat 

dilihat dari beberapa indikator, yaitu: 

1) perluasan kesempatan bagi masyarakat kecil 

dalam kesempatan kerja dan usaha;
65

 

2) perluasan bagi masyarakat untuk meningkatkan 

pendapatan; 
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3) keberdayaan lembaga usaha mikro dan kecil 

dalam proses produksi dan pemasaran; dan 

4) keberdayaan kelembagaan jaringan kerja 

kemitraan antara pemerintah, swasta, dan 

masyarakat lokal. 

 

Dalam kaitannya dengan optimalisasi potensi 

perbankan syariah diharapkan dapat 

mengoptimalisasikan pembiayaannya agar dapat 

memberdayakan Usaha Mikro dalam pengembangan 

modal usahanya. 

 

3. PEL di Indonesia 

DI Indonesia, gelombang PEL melanda setelah 

terjadinya krisis multi dimensi tahun 1997 yang 

mengakibatkan pergantian rezim dan Orde Baru kepada 

Orde Reformasi. Pergantian rezim tersebut juga disertai 

dengan adanya tekanan agar demokratisasi dan 

desentralisasi diperluas. Inisiasi PEL diawali dengan 

program Poverty Alleviation through Rural- Urban 

Linkages (PARUL) yang diluncurkan pada bulan 

Desember 1998 dan kemudian pada tahun 2001 

berkembang  menjadi Kemitraan bagi Pengembangan 

Ekonomi Lokal (KPEL) dengan pelaksana program ini 

adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

(Bappenas) yang didanal oleh Bappenas dan UNDP dan 

mendapat dukungan teknis (technical support) dari UN 

Habitat.
66

 

Strategi yang dikembangkan oleh KPEL atau PARUL 

adalah mengembangkan kemitraan, mengembangkan 

klaster, dan penguatan kapasitas produsen dan 

kelompoknya. Sementara metodologi yang digunakan ada 

13 langkah untuk mengimplementasikan strategi yang 

telah dibangun dan untuk mencapai tujuan dan manfaat 

                                                             
66 Evans, ―Policy Implications for RNFES: Lessons from the PARUL project 

In Indonesia.‖ 
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yang diharapkan. Ke-13 langkah tersebut, yaitu sosialisasi 

KPEL menyeleksi kader (PEL mengembangkan kluster, 

mendirikan KaPLED (Kabupaten Partnership for Local 

Economic Development), mengadakan penelitian, 

memberdayakan produsen dan organisasinya, 

menyediakan bantuan teknis, menyebarluaskan Informasi 

pasar, memberikan masukan kebijakan dan perencanaan, 

mobilisasi sumber daya, pemasaran, dan melembagakan 

KPEL 

Program dengan tujuan muluk dan biaya besar 

tersebut, ternyata nyaris tidak berbekas, setelah proyek 

tersebut berakhir. Penyebab utamanya antara lain adalah 

bahwa proyek tersebut masih bersifat top down, 

sentralistik, desain yang yang seragam dan tanpa 

melibatkan pemerintah daerah  secara substansial dan 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari pemerintah 

daerah tersebut. 

Program lain seperti Regional Economic Development 

(RED) yang didanai oleh GTZ, yang sekarang berganti 

nama menjadi GIZ masih menorehkan keberhasilan, yaitu 

adanya FEDEP (Forum for Employment Development and 

Economic Promotion) di kabupaten/kota di Jawa Tengah 

dan saat ini masih berlangsng dengan baik. 

Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa 

pengembangan PEL tidak optimal, tetapi hanya 

menambah beban hutang. penyusunan program yang 

kurang tepat, bersifat sentralistik, top down, serta tanpa 

melibatkan pemerintah daerah secara substansial dan 

sesuai dengan sistem perencaan dan anggaran daerah 

merupakan penyebab kegagalan  proyek tersebut. Oleh 

karena itu, pemerintah mana pun  jangan silau dan mudah 

percaya dengan  konsep-konsep dan dana pinjaman yang 

ditawarkan oleh lembaga pemberi pinjaman internasional. 

Proyek pengan meniru pola-pola tersebut juga 

dilakukan oleh pemerintah Indonesia atas inisiatif dan 

diberi dana oleh pemerintah indonesia. Salan satu 

contohnya adalah Agropolitan oleh Departemen Pekerjaan 
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Umum dan Departemen. Pertanian. Namun, nasib 

program ini sama seperti program-program yang ditirunya 

alias tidak berhasil. Demikian juga dengan Minapolitan 

yang dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan 

Kelautan yang meniru Agropolitan juga memiliki nasib 

yang sama. 

4. Prinsip Utama Konsep PEL 

Prinsip utama yang mendasari konsep PEL di 

antaranya adalah sebagai berikut: 

a) Kemiskinan dan pengangguran merupakan tantangan 

utama yang dihadapi daerah sehingga strategi PEL 

harus memprioritaskan pada peningkatan kesempatan 

kerja dan pengentasan kemiskinan. 

b) PEL harus menetapkan target pada masyarakat kurang 

beruntung, pada area dan masyarakat yang cenderung 

tertinggal, pada usaha mikro dan kecil sehingga 

memungkinkan mereka untuk berpartisipasi nyata 

dalam kehidupan ekonomi setempat. 

c) Setiap daerah perlu mengembangkan dan memiliki 

sendiri strategi PEL yang sesuai dengan kondisi 

daerahnya. 

d) PEL mendukung kepemilikan lokal, keterlibatan 

masyarakat, kepemimpinan lokal dan pengambilan 

keputusan bersama. 

e) PEL menuntut terbangunnya kemitraan antara 

masyarakat, sektor usaha dan swasta serta pemerintah 

daerah untuk memecahkan masalah bersama. 

f) PEL memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, 

kemampuan, ketrampilan dan peluang bagi 

pencapaian berbagai tujuan. 

g) PEL memberikan keleluasaan bagi tiap daerah untuk 

merespon perubahan lingkungan yang terjadi baik 

secara lokal, nasional maupun internasional. 
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5. Kesinergian dan Fokus Kebijakan 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) agar dapat 

berjalan dengan baik perlu adanya kesinergian dan fokus 

kebijakan, yaitu terutama dalam hal; 

1) Perluasan Ekonomi. Kebijakan yang dapat 

dilakukan adalah Investasi, promost daerah, 

persaingan usaha, pemberdayaan UKM. 

Peningkatan peran Perusahaan Daerah, 

pengembangan jaringan usaha, Informasi bursa 

tenaga kerja, pengembangan 

keahlian/keterampilan. 

2) Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan 

Komunitas. Kebijakan yang dapat dilakukan 

adalah pemberdayaan masyarakat berbasis 

kemitraan dengan dunia usaha (melalul program 

Corporate Social Responsibility-CSR), dan 

pengurangan kemiskinan secara partisipatif. 

3) Pembangunan Wilayah Perkotaan. Kebijakan 

yang dapat dilakukan adalah pembangunan 

kawasan Industri, pusat pertumbuhan di 

perdesaan dan perkotaan, perbaikan lingkungan 

permukiman, kerja sama antar daerah, tata ruang 

PEL, jaringan usaha antar sentra sistem industri 

berkelanjutan (keterkaitan bahan baku, produksi, 

pengolahan). 

 

6. Pembangunan Berkelanjutan 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) yang 

berlandaskan pada pendekatan pembangunan 

berkelanjutan memperhatikan tiga aspek, yaitu: 

1) Ekonomi: Pengembangan industri pendukung, 

jumlah perusahaan dengan Business Plan,  jumlah 

perusahaan yang melakukan investasi 

pengembangan produk dan pasar. 

2) Sosial: Kontribusi PEL terhadap kesejahteraan 

masyarakat lokal, PEL dan adat/kelembagaan 

lokal. 
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3) Lingkungan: Penerapan Analisis Masalah 

Dampak Lingkugan (AMDAL), pengelolaan dan 

daur ulang limbah, kebijakan konservasi sumber 

daya alam. 

 

7. SDM Pelaku PEL 

Tiga pelaku PEL yang diharapkan memiliki jiwa 

kewirausahaan sosial, ketiga pelaku tersebut adalah: 

1) Pelaku Usaha Lokal; memerlukan fasilitasi 

permodalan, promost produk UKM untuk perluas 

pasar, peningkatan teknologi. manajemen dan 

kelembagaan usaha lokal. 

2) Pelaku Usaha Baru; memerlukan fasilitasi pelatihan 

kewirausahaan, pendampingan dan monitoring, 

insentif, kecepatan pengurusan izin. 

3) Investor luar; memerlukanperaturan tentang 

kemudahan investasi Informasi prospek bisnis, 

kapasitas berusaha dan hukum, keamanan kampanye 

peluang usaha, pusat pelayanan investasi dan 

konsultasi. 

 

8. Sasaran PEL 

Sasaran jangka panjang dari penerapan pendekatan 

PEL adalah pengentasan kemiskinan dan perbaikan yang 

terus menerus dan berkelanjutan dalam kualitas kehidupan 

dari suatu komunitas lokal di suatu daerah/wilayah. Untuk 

mencapai sasaran tersebut. PEL memiliki tujuan yaitu: 

a) Mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui 

penciptaan nilai tambah. 

b) Menciptakan dan memeratakan kesempatan kerja. 

c) Meningkatkan pendapatan dan memperbaiki distribusi 

pendapatan masyarakat. 

d) Meningkatkan daya saing ekonomi daerah terhadap 

daerah atau negara lain. 

e) Membangun dan mengembangkan kerja sama yang 

positif antar daerah. 
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E. Stakeholder 

1. Pengertian Stakeholder 

Stakeholder adalah konsep manajemen strategi dan 

etika organisasi.
67

 Pada intinya adalah bahwa keberhasilan 

organisasi tergantung pada seberapa baik mengelola 

hubungan dengan kelompok yang memiliki power seperti 

pelanggan, karyawan, pemasok, masyarakat, pemodal, 

dan lain-lain yang dapat mempengaruhi realisasi 

tujuannya. Perusahaan harus menjaga hubungan dengan 

stakeholdernya dengan mengakomodasi keinginan dan 

kebutuhan stakeholder-nya, terutama stakeholder yang 

mempunyai power terhadap ketersediaan sumber daya 

yang digunakan untuk aktivitas operasional perusahaan.
68

 

Tugas manajer adalah mempertahankan dukungan dari 

semua kelompok ini, menyeimbangkan kepentingan 

mereka, sekaligus mengubah organisasi menjadi tempat di 

mana kepentingan stakeholder dapat dimaksimalkan dari 

waktu ke waktu. Munculnya teori stakeholders sebagai 

paradigma dominan semakin menguatkan konsep bahwa 

perusahaan bertanggung jawab tidak hanya kepada 

pemegang saham namun juga terhadap para stakeholder.
69

 

Konsep stakeholder dikembangkan menjadi dua 

model, yang pertama yaitu model kebijakan dan 

perencanaan bisnis dan yang kedua yaitu model tanggung 

jawab sosial perusahaan dari manajemen stakeholder. 

Pada model pertama, fokusnya adalah mengembangkan 

dan mengevaluasi persetujuan keputusan strategis 

perusahaan dengan kelompok-kelompok yang 

dukungannya diperlukan untuk kelangsungan usaha 

perusahaan. Dapat dikatakan bahwa, dalam model ini, 

                                                             
67 Donaldson, T. and Preston, ―The Stakeholder Theory of the Corporation: 

Concepts, Evidence, and Implications.‖ 
68 Ghozali, Teori stakeholder. Analisis faktor faktor yang mempengaruhi 

pengugkapan csr. 
69 Maulida dan Adam, ―Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan 

Sustainability Performance (Studi pada website perusahaan manufaktur terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia tahun 2011).‖ 
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teori stakeholder berfokus pada cara-cara yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk mengelola hubungan 

perusahaan dengan stakeholder-nya. Sementara dalam 

model kedua, perencanaan perusahaan dan analisis 

diperluas dengan memasukkan pengaruh eksternal yang 

mungkin berlawanan bagi perusahaan. Kelompok-

kelompok yang berlawanan ini termasuk badan regulator 

(government) dengan kepentingan khusus yang memiliki 

kepedulian terhadap permasalahan sosial. 

Dari beberapa pengertian di atas dapat diimpulkan 

teori stakeholder merupakan pendekatan yang mengaitkan 

identifikasi serta uraian terhadap bermacam pihak yang 

mempunyai kepentingan serta pengaruh terhadap sesuatu 

organisasi. Dalam konteks perbankan syariah, teori 

stakeholder sangat relevan sebab perbankan syariah 

mempunyai keterkaitan dengan bermacam pihak yang 

bermacam- macam. 

 

2. Klasifikasi Stakeholder 

Secara umum, stakeholder dapat dikelompokkan 

berdasarkan kekuatan, posisi, dan pengaruhnya. Adapun 

klasifikasi stakeholder adalah sebagai berikut: 

1) Stakeholder Utama (Primer) 

Stakeholder primer ini berhubungan langsung 

dengan pembuatan kebijakan, program, dan 

proyek. Mereka merupakan penentu utama dalam 

kegiatan pengambilan keputusan. Beberapa 

contoh stakeholder primer, yaitu: 

a.  Masyarakat dan tokoh masyarakat; 

masyarakat adalah mereka yang akan 

terkena dampak dan mendapat manfaat 

dari suatu kebijakan, proyek, dan 

program. Sedangkan, tokoh masyarakat 

adalah anggota masyarakat yang 

dianggap dapat menjadi aspirasi 

masyarakat. 
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b. Manajer publik; lembaga publik yang 

punya tanggung jawab dalam mengambil 

keputusan dan implementasinya. 

2) Stakeholder Pendukung (Sekunder) 

Stakeholder sekunder adalah pihak yang tidak 

berkaitan langsung terhadap suatu kebijakan, 

program, dan proyek. Namun stakeholder 

sekunder punya keprihatinan dan kepedulian, 

sehingga ikut menyuarakan pendapat yang bisa 

memengaruhi sikap stakeholder utama dan 

keputusan legal pemerintah. Beberapa contoh 

stakeholder sekunder, yaitu: 

a. Lembaga pemerintah dalam wilayah 

tertentu, namun tidak punya tanggung 

jawab langsung. 

b. Lembaga pemerintah yang berhubungan 

dengan permasalahan, tapi tidak punya 

wewenang langsung dalam mengambil 

keputusan. 

c. Lembaga swadaya masyarakat (LSM) 

setempat yang bergerak di bidang yang 

berhubungan dengan dampak, rencana, 

atau manfaat yang akan muncul. 

d. Perguruan tinggi, kelompok akademis 

yang berpengaruh dalam proses 

pengambilan keputusan pemerintah. 

e. Pengusaha atau badan usaha (baca: 

pengertian badan usaha) yang 

berhubungan dengan permasalahan. 

3) Stakeholder Kunci 

Stakeholder kunci adalah unsur eksekutif 

berdasarkan levelnya (legislatif dan instansi) yang 

punya wewenang secara legal untuk mengambil 

keputusan. Contohnya, stakeholder kunci suatu 

proyek di daerah kabupaten: 

a. Pemerintah kabupaten; 

b. DPRD Kabupaten; dan 
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c. Dinas yang membawahi langsung 

bersangkutan. 

Sedangkan pada dunia bisnis, pembagian 

kelompok stakeholder dapat dibagi menjadi dua, 

yaitu internal stakeholder dan external 

stakeholder. Pihak-pihak yang termasuk 

didalamnya dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.1. Kelompok Stakeholder 

Internal Stakeholder External Stakeholder 

Pemegang saham Konsumen 

Manajemen dan top 

executive 

Penyalur (distributor) 

Pegawai  Pemasok 

Keluarga pegawai Bank (creditor) 

 Pemerintah  

 Pesaing (competitor) 

 Komunitas 

 Pers 

  

 

3. Peran dan Fungsi Stakeholder 

Stakeholders dalam kegiatan bisnis memiliki peran 

yang berbeda-beda sesuai dengan fungsi dan tugasnya 

masing-masing. Namun, mereka memiliki tujuan yang 

sama, yaitu mengembangkan suatu perusahaan dalam 

kegiatan bisnis. Dalam konteks perbankan syariah, teori 

stakeholder sangat relevan karena perbankan syariah 

memiliki keterkaitan dengan berbagai pihak yang 

beragam. Berikut adalah beberapa stakeholders penting 

dalam perbankan syariah: 

1. Nasabah adalah stakeholder utama dalam perbankan 

syariah. Mereka adalah individu atau entitas yang 

menggunakan produk dan layanan perbankan syariah. 

Keberhasilan perbankan syariah sangat tergantung 

pada kepuasan dan kepercayaan nasabah. 
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2. Pemegang saham: Pemegang saham adalah 

stakeholder yang memiliki kepemilikan saham dalam 

perbankan syariah. Mereka memiliki kepentingan 

finansial dan berperan dalam pengambilan keputusan 

strategis perbankan syariah. 

3. Regulator: Regulator, seperti otoritas perbankan 

syariah atau bank sentral, adalah stakeholder yang 

memiliki peran penting dalam mengatur dan 

mengawasi operasional perbankan syariah. Mereka 

bertanggung jawab untuk memastikan kepatuhan 

perbankan syariah terhadap prinsip-prinsip syariah 

dan regulasi yang berlaku. 

4. Masyarakat: Masyarakat secara umum adalah 

stakeholder yang terpengaruh oleh keberadaan 

perbankan syariah. Perbankan syariah memiliki 

tanggung jawab sosial dan etika untuk memberikan 

manfaat kepada masyarakat secara luas. 

5. Karyawan: Karyawan adalah stakeholder internal 

perbankan syariah. Mereka memiliki peran penting 

dalam menjalankan operasional sehari-hari dan 

memberikan pelayanan kepada nasabah. Kepuasan 

dan keterlibatan karyawan sangat penting untuk 

keberhasilan perbankan syariah. 

6. Pemasok: Pemasok adalah stakeholder yang 

menyediakan produk atau jasa yang diperlukan oleh 

perbankan syariah. Hubungan yang baik dengan 

pemasok dapat mendukung efisiensi operasional dan 

kualitas layanan perbankan syariah.
70

 

                                                             
70 Indra Mahardika Putra, Business Model and Business Plan di Era 4.0. 
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BAB III 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

A. Sejarah Singkat Desa Kota Negara 

Tahun 1626 M Nenek Moyang masyarakat ini pindah 

dari sekala berak yang diperkirakan di Kabupaten 

Lampung Barat sekarang. Mereka membuat sebuah 

kampong yang diberi nama Karta Negara, seiring dengan 

jaman nama Desa ini berubah menjadi Desa Kuta Negara, 

namun sekarang kerana sudah banyak masyarakat 

pendatang, Desa ini lebih dikenal dengan julukan Desa 

Kota Negara. 

Desa Kota Negara merupakan Kampong adat dimana 

pada tahun 1800 M keturunan tuan Ria Mandala Bulan 

melakukan upacara besar-besaran. Mereka memotong 

kerbau sebanyak 25 ekor dan 1 orang manusia yang 

bernama si cupak, sebenarnya mereka berniat untuk 

menyembelih 2 orang manusia yaitu si cupak dan si 

Gantang tetapi si Gantang telah mengetahui bahwa 

dirinya akan dijadikan korban penyembelihan maka dia 

dapat meloloskan diri kabur dari desa ini. 

Waktu penyembelihan si cupak bersumpah yang 

bunyinya "kalian saya sumpah tujuh keturunan tidak dapat 

lebih dari satu keturunan laki-laki yang hidup. Sumpah ini 

terjadi sampai keturunan ketujuh yang adoknya susunan 

cungkai Dilangik. Sampai pada masa susunan Cungkai 

Dilangik dua anak laki-laki yang hidup yaitu Dipertuan 

dan Pagar Alam adiknya. Kepala si Cupak ini dibuang di 

rawa yang sampai sekarang masih ada dan diberi nama 

Paya Cupak. 

Dari tahun 1818 kampung Kota Negara ini sudah ada 

pemerintahan secara resmi. Ini terbukti sudah adanya cap 

kampong yang terbuat dari kuningan bertahun angka 1818 

dan masih ada sampai saat ini. 

Baru tahun 1979 Desa Kota Negara bertambah pesat 

penduduknya dengan program transmigrasi dari 

Jogjakarta, sejak saat itulah Desa Kota Negara maju pesat 
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dengan berbagai program dan bantuan dari pemerintah. 

Contohnya sapi bantuan, selain itu Desa Kota Negara 

termasuk daerah tanah agraris yang mana masyarakatnya 

mayoritas bermata pencaharian dari bercocok tanam baik 

dari komuditas perkebunan, persawahan sampai sayuran. 

Desa Kota Negara yang berpenduduk 2878 jiwa hidup 

dengan rukun dan damai serta saling berkerja sama meski 

dengan penduduk berbeda suku dan agama, yang saat ini 

berkepala Desa Firman, SH. 

B. Letak Geografis Desa Kota Negara 

Desa Kotanegara memiliki luas wilayah 21.985 ha 

dengan lahan produktif 15.389 ha dengan perincian 

sebagai berikut: 

 

Tabel 3.1. Tata Guna Tanah 

NO TATA GUNA TANAH LUAS 

1. Luas pemukiman 36,50 Ha 

2. Luas persawahan 13,00 Ha 

3. Luas Perkebunan 640,00 Ha  

4. Luas kuburan, Jalan dil 1,50 Ha 

5. Perkantoran - 

Total Luas 691,00 Ha 

Sumber : Data Umum Desa Kota Negara 

 

Letak Desa Kota Negara berada di sebelah Utara Desa 

Negararatu yang merupakan Ibu Kota Kecamatan, jarak 

dari Desa Kotanegara ke Desa tetangga sekitar 1 km, 

dengan batas-batas sebagai berikut: 

Sebelah Utara      : Desa Kotanegara Ilir 

Sebelah Timur     : PG.Bunga Mayang 

Sebelah Selatan   : Desa Negara Batin 

Sebelah Barat      : PT.Miraranti/ Hanakau Jaya 

Jumlah penduduk Desa Kotanegara sebanyak 3.204 

jiwa dengan penduduk usia produktif 2837 jiwa, 

sedangkan penduduk yang dikategorikan miskin 287 jiwa. 
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Tabel 3.2. Jumlah Penduduk 

NO PENDUDUK JUMLAH 

1. Jumlah Laki-Laki 1.681 orang 

2. Jumlah Perempuan 1.523 orang 

3. Jumlah Total 3.204 orang 

4. Jumlah Kepala Keluarga 862 KK 

5. Jumlah RT 14. RT 

6. Jumlah Suku 4 RW 

7. Kepadatan Penduduk 380 per km 

Sumber : Data Umum Desa Kota Negara 

 

Tabel 3.3. Mata Pencaharian Penduduk Desa Kotanegara 

NO JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. Petani 538 128 

2. Buruh Tani 80 25 

3. Pegawai Negeri Sipil 15 16 

4. Pedagang keliling 1  

5. Peternakan 167 74 

6. Nelayan - - 

7. Dokter swasta - - 

8. Bidan swasta - 2 

9. Perawat swasta - - 

10. TNI - - 

11. POLRI - - 

12. Pensiunan 

PNS/INI/POLRI 

6 3 

13. Pengusaha kecil dan 

menengah 

- 15 

14. Pengusaha besar - - 

15. Karyawan Perusahaan 

swasta 

- - 

16. Belum Bekerja - - 

17. Tidak Bekerja - - 

JUMLAH PENDUDUK 808 252 

Sumber : Data Umum Desa Kota Negara 
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C. Profil Pelaku Usaha Mikro 

Menurut  UU  No  20  Tahun  2008  tentang  Usaha  

Mikro,  Kecil,  dan  Menengah  (UMKM) adalah; 

a) Usaha  Mikro,  yaitu  usaha  produktif  milik  

orang  per-orangan  atau  badan usaha  milik 

perorangan yang memenuhi kriteria yakni: 

a. Memiliki  kekayaan  bersih  paling  banyak  

Rp  50.000.000 (lima  puluh  juta rupiah) 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat 

usaha 

b. Memiliki    hasil    penjualan    tahunan    

paling    banyak    Rp 300.000.000 (tiga ratus 

juta rupiah) 

b) Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang 

berdiri sendiri yang dilakukan oleh    orang    

perorangan    atau    badan    usaha yang    bukan    

merupakan   anak perusahaan atau bukan  cabang  

perusahaan  yang  dimiliki,  dikuasai  atau  

menjadi  bagian  baik  langsung maupun tidak 

langsung dari usaha menengah atau usaha besar 

dengan kriteria tertentu. 

c) Usaha Menengah, yaitu usaha ekonomi produktif 

yang berdiri sendiri,   yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha yang bukan 

merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan yang   dimiliki,   dikuasai,   atau   

menjadi   bagian   baik   langsung maupun tidak 

langsung dengan usaha kecil atau usaha besar. 

Usaha Mikro mengacu pada usaha yang dijalankan 

oleh individu, rumah tangga atau usaha kecil. Klasifikasi 

Usaha Mikro biasanya dilakukan dengan membatasi 

omset tahunan, kondisi umum atau aset dan jumlah 

karyawan 
71

. 

Karakteristik Usaha Mikro: 

1. Skala Kecil 

                                                             
71 Idris, ―Apa Itu UMKM: Pengertian, Kriteria, dan Contohnya.‖ 
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Usaha mikro memiliki skala yang sangat kecil, 

biasanya hanya melibatkan beberapa orang atau 

bahkan hanya satu orang pemilik usaha. 

2. Modal Terbatas 

Modal yang digunakan untuk mendirikan dan 

mengoperasikan usaha mikro terbatas. Biasanya, 

usaha ini dibangun dari tabungan pribadi pemilik 

atau mungkin memerlukan sedikit pinjaman. 

3. Pengelolaan Sederhana 

Struktur manajemen usaha mikro cenderung 

sederhana dan sering kali terdiri dari pemilik yang 

juga bertanggung jawab atas pengelolaan sehari-

hari. 

4. Pasar Lokal 

Usaha mikro biasanya melayani pasar lokal atau 

komunitas kecil. Mereka tidak selalu terlibat 

dalam aktivitas perdagangan internasional. 

5. Jumlah Karyawan Terbatas 

Usaha mikro memiliki jumlah karyawan yang 

sangat terbatas. Pemilik sering kali adalah satu-

satunya orang yang bekerja di dalamnya atau 

melibatkan beberapa anggota keluarga atau 

pekerjaan part-time. 

6. Fokus Spesifik 

Banyak usaha mikro memiliki fokus yang sangat 

spesifik dalam hal produk atau jasa yang mereka 

tawarkan. 

Berikut adalah  profil Usaha Mikro yang bergerak 

pada sektor makanan di Desa Kota Negara: 

 

No Nama Jenis Usaha Modal 

1.  Kamini Bakso, Mie Ayam, 

Pecel, Soto, 

Gorengan. 

Pembiayaan 

bank syariah 

2. Supriyani Jajanan Pasar Tabungan 

3. Suparni Mie Godhog Bank 
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Konvensional 

4. Supriyah Mie  Ayam & Bakso Tabungan 

5. Sri Priyati Pecel Pembiayaan 

Bank Syariah 

6. Siti Masitoh Bakso & Mie Ayam Tabungan 

 

1. Kamini (60) 

 

Riwayat 

Pendidikan 

SD 

Jenis usaha Bakso, Mie Ayam, Pecel, Soto, 

Gorengan. 

Sejarah Usaha Ibu kamini didirikan pada 

tahun 2003 dengan alasan ingin 

membiayai kebutuhan sekolah anak. 

Struktur 

Organisasi 

Usaha 

Mikro 

Pemilik : Kamini 

Karyawan :  

1. Waryan 

2. Syariah 

3. Saliyem  

Sumber 

Modal 

Pembiayaan bank syariah 

Edukasi 

Makanan 

Halal 

Tidak pernah mendapatkan ataupun 

meyelenggarakan edukasi tentang 

makanan halal 

Pendapatan 

per-hari 

Rp. 300.000 

Status 

Nasabah 

Nasabah Bank Syariah 

 

2. Supriyani (43) 

 

Riwayat Pendidikan S1 

Jenis usaha Jajanan Pasar 

Sejarah Usaha Ibu Supriyani 

didirikan pada tahun 2020 
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dengan alasan ingin 

menyalurkan bakat dan 

menambah pendapatan di 

tengah pendemi covid-19. 

Struktur Organisasi 

Usaha Mikro 

Pemilik : Supriyani 

Karyawan : - 

Sumber Modal Tabungan. 

Edukasi Makanan 

Halal 

Tidak pernah  

mendapatkan ataupun 

meyelenggarakan edukasi 

tentang makanan halal. 

Pendapatan per-hari Rp. 200.000 – Rp. 750.000 

Status Nasabah Nasabah bank 

konvensional. 

 

3. Suparni (49) 

 

Riwayat 

Pendidikan 

SMP 

Jenis usaha Mie Godhog 

Sejarah Ibu Suparni mendirikan 

usahanya sejak tahun 2010 

dngan alasan ingin 

menghidupi keluarganya 

Struktur Organisasi 

Usaha Mikro 

Pemilik :  Suparni 

Karyawan : - 

Sumber Modal Bank Konvensional 

Edukasi Makanan 

Halal 

Tidak pernah mendapatkan 

ataupun meyelenggarakan 

edukasi tentang makanan halal 

Pendapatan per-hari Rp. 200.000 – Rp. 300.000 

Status Nasabah Nasabah Bank Konvensional  

 

4. Supriyah  (45) 

Riwayat Pendidikan SD 

Jenis usaha Mie  Ayam & Bakso 
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Sejarah Usaha Ibu Supriyah 

didirikan pada tahun 2021 

dengan alasan ingin 

mencari penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

Struktur Organisasi 

Usaha Mikro 

Pemilik : Supriyah 

Karyawan : - 

Sumber Modal Tabungan. 

Edukasi Makanan 

Halal 

Tidak pernah mendapatkan 

ataupun meyelenggarakan 

edukasi tentang makanan 

halal. 

Pendapatan per-hari Rp. 100.000 

Status Nasabah Tidak memiliki rekening 
 

5. Sri Priyati (40) 

Riwayat Pendidikan SMK 

Jenis usaha Pecel  

Sejarah Usaha Ibu Sri Priyati 

didirikan pada tahun 2021 

dengan alasan ingin 

mencari penghasilan untuk 

memenuhi kebutuhan 

sehari-hari. 

Struktur Organisasi 

Usaha Mikro 

Pemilik : Sri Priyati 

Karyawan : - 

Sumber Modal Pembiayaan Bank Syariah 

Edukasi Makanan 

Halal 

Tidak pernah mendapatkan 

ataupun meyelenggarakan 

edukasi tentang makanan 

halal. 

Pendapatan per-hari Rp. 100.000 

Status Nasabah Nasabah bank syariah 
 

6. Siti Masitoh (47) 

Riwayat Pendidikan SMP 

Jenis usaha Bakso & Mie Ayam 
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Sejarah Usaha Ibu Siti Masitoh 

didirikan pada tahun 2022, 

awal mula usaha didirikan 

karena ada teman yang 

ingin mengajak kerjasama 

dengan memeri modal 

dengan  Ibu Siti sebagai 

pengelolanya. 

Struktur Organisasi 

Usaha Mikro 

Pemilik : Siti Masitoh 

Karyawan : - 

Sumber Modal Tabungan 

Edukasi Makanan 

Halal 

Tidak pernah mendapatkan 

ataupun meyelenggarakan 

edukasi tentang makanan 

halal. 

Pendapatan per-hari Rp. 1,5 jt- Rp. 3 jt 

Status Nasabah Tidak memiliki rekening 

 

Dari hasil pengamatan peneliti, para Pelaku Usaha 

Mikro yang ada di desa Kota Negara sebagian besar 

belum mengetahui tentang Perbankan Syariah serta 

produk-produk yang ada di perbankan syariah. Pelaku 

Usaha Mikro di Desa Kota Negara hanya mengetahui 

adanya perbankan syariah, namun tidak mengetahui 

perbedaannya dengan bank konvensional serta produk-

produk apa saja yang ada di perbankan syariah. Usaha 

Mikro di Desa Kota Negara juga kesulitan mengakses 

kantor cabang dan ATM bank syariah. Pendapatan yang 

didapat para Pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara 

mampu mencukupi  kebutuhan sehari-hari yang mana 

berarti bahwa Usaha Mikro di Desa Kota Negara mampu 

untuk mewujudkan Perkembangan Ekonomi Lokal (PEL). 

Hasil wawancara dari beberapa Pelaku Usaha Mikro di 

desa Kota Negara yang dijadikan sampel, sebagai berikut. 

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Kamini, 

Pelaku Usaha Mikro sektor makanan bakso dan mie 
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ayam, beliau mengetahui perbankan syariah namun tidak 

mengetahui perbedaannya dengan bank konvensional, 

serta tidak mengetahui apa saja produk-produk yang ada 

di perbankan syariah Ibu Kamini mengatakan bahwa 

mengetahui adanya bank syariah, namun tidak tahu apa 

perbedaanya dengan bank konvensional, akses kantor 

cabang dan jaringan ATM yang jauh membuat beliau 

tidak begitu familiar dengan keberadaaan bank syariah.  

beliau juga tidak mengetahui produk apa saja yang 

terdapat di bank syariah. Beliau berharap ada event dari 

bank syariah yang dapat mengenalkan produknya.‖
72

 

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu 

Supriyani, Pelaku Usaha Mikro sektor makanan jajanan 

pasar, beliau menjelasakan bahwa beliau mengetahui 

adanya perbankan syariah namun tidak pernah berminat 

mengajukan pinjaman karena tidak mengetahui caranya, 

akses kantor cabang dan jaringan ATM yang jauh 

membuat beliau tidak tertarik menjai nasabah bank 

syariah beliau juga berpikir bahwa produk yang ada di 

bank syariah sama saja dengan yang ada di bank 

konvensional.
73

 

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Suparni, 

Pelaku Usaha Mikro pemilik warung makan Mie Godog, 

beliau menjelakan mendapatkan modal dari bank 

konvensional, meskipun sudah  mengetahui adanya 

perbankan syariah. Beliau tidak ingin mencoba 

mengajukan pembiayaan pada bank syariah dikarenakan 

kantor cabang bank syariah dan ATM yang sulit 

ditemui.
74

 

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu 

Supriyah, Pelaku Usaha Mikro di sektor makanan halal 

                                                             
72 Kamini, Wawancara Dengan Penulis, Warung Bakso dan Mie Ayam 

Bude Kami, Kota Negara, 11 Februari 2023.  
73 Supriyani, Wawancara Dengan Penulis, Penjual Jajanan Pasar, Kota 

Negara 18 Mei 2023. 
74 Suparni, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie 

Godog, Kota Negara 18 Mei 2023. 
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mie ayam beliau mengatakan, tidak mengetahui 

perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional, 

serta produk-produk pembiayaan yang ada di bank 

syariah. Untuk mengembangkan modal usahanya beliau 

hanya mengandalkan tabungan yang seadanya, karena 

takut mengajukan pembiayaan di bank syariah. Beliau 

juga memberi keterangan bahwa bank syariah tidak 

pernah memberikan promosi apapun tentang produknya.
75

 

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu 

Widianingsih, Pelaku Usaha Mikro di sektor makanan 

halal mie ayam awal mula beliau memulai uahanya 

menggunakan modal dari pinjaman bank 

konvensional,akses kantor cabang dan jaringan ATM 

yang jauh membuat beliau tidak berminat untuk 

mengajukan pembiayaan di bank syariah dan menjadi 

nasabah bank syariah beliau mengatakan bahwa hanya 

sekedar tau bank syariah, namun tidak mengetahui 

perbedannya dengan bank konvensional, beliau juga tidak 

mengetahui produk-produk apa saja yang ada di bank, 

beliau berharap ada event dari bank syariah tentang 

pengenalan produkya, karena bila diberi kesempatan 

beliau ingin sekali mengembangkan usahanya dengan 

tambahan modal dari pembiayaan bank syariah.
76

  

Bersumber pada hasil wawancara dengan Ibu Sri 

Priyati, Pelaku Usaha Mikro pemilik warung pecel beliau 

mengatakan bahwa mengetahui adanya bank syariah, 

memiliki rekening bank syariah namun hanya sekedar 

digunakan untuk menabung. Beliau tidak mengetahui 

produk-produk yang ada di bank syariah, beliau bahkan 

berpikir bahwa pembiayaan yang ada di bank syariah 

memiliki bunga lebih besar dari bank konvensional.
77

 

                                                             
75 Supriyah, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie 

Ayam, Kota Negara 19 Mei 2023. 
76 Widianingsih, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Mie Ayam, 

Kota Negara 19 Mei 2023. 
77 Sri Priyati, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Pecel, Kota 

Negara 20 Mei 2023. 
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BAB IV 

ANALISIS PENELITIAN 

A. Analisis Data Penelitian 

Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung 

Utara, Kecamatan Sungkai Utara merupakan usaha yang 

dikelola oleh individu atau keluarga atau beberapa orang yang 

belum memiliki izin usaha secara lengkap. Dalam 

menjalankan usaha, banyak permasalahan yang sering 

dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro Desa Kota Negara, 

Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara.  

Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan 

Sungkai Utara Kabapaten Lampung Utara Usaha yang 

dikelola, sesuai dengan syariat Islam dan memiliki prospek 

yang baik dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan 

memberi penghasilan tambahan bagi masyarakat untuk 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL). Pada dasarnya 

rintangan dan hambatan yang dialami para pelaku Usaha 

Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, 

Kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan kemampuan 

usaha salah satunya adalah masalah permodalan, dimana 

dalam memperoleh modal dari bank terkadang mengalami 

kesulitan karena rendahnya tingkat pengetahuan para pelaku 

Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, 

Kabupaten Lampung Utara mengenai perbankan syariah. 

Permasalahan modal yang sering dialami oleh para 

pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kecamatan 

Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara, untuk 

mengatasinya dibutuhkan pihak ketiga. Pihak ketiga yang 

dimaksud adalah lembaga keuangan syariah. Salah satu 

lembaga keuangan syariah yang berpotensi dalam mendukung 

perkembangan Usaha Mikro  Desa Kota Negara, Kabupaten 

Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara yaitu bank 

syariah. 

Dalam teori stakeholder hubungan antara stakeholder, 

bank syariah, dan Usaha Mikro sangat penting dalam 

memperkuat Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) dan Usaha 

Mikro. Stakeholder dalam konteks ini meliputi berbagai pihak 
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yang terlibat dalam industri keuangan syariah, termasuk 

pemegang saham, nasabah, regulator, masyarakat, dan 

pemerintah. Stakeholder berperan penting dalam memberikan 

dukungan, pembiayaan, dan regulasi yang memungkinkan 

bank syariah dan Usaha Mikro untuk berkembang dengan 

baik.
78

 

Bank syariah sebagai lembaga keuangan Islam 

memiliki peran sentral dalam memfasilitasi pertumbuhan 

Usaha Mikro. Bank syariah menyediakan produk dan layanan 

keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti 

pembiayaan berbasis profit-sharing, jual beli berbasis akad, 

dan investasi yang sesuai dengan syariah. Bank syariah juga 

dapat memberikan akses ke pasar modal syariah untuk 

meningkatkan modal Usaha Mikro.
79

 

Sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 tentang 

perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang 

menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau 

prinsip hukum Islam yang diatur oleh Fatwa Majelis Ulama 

Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan  ('adl 

wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme 

(alamiya), dan tidak mengandung gharar, maysir, riba, barang 

zalim dan haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga 

memberdayakan bank syariah untuk menjalankan fungsi 

sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga baitul mal 

yaitu menerima dana dari zakat, infaq, sedekah, hibah atau 

dana sosial lainnya dan mengarahkannya kepada para 

pengelola wakaf (nazhir) sesuai keinginan. pemberian wakaf 

(wakif). Pelaksanaan fungsi pengaturan dan pengawasan 

perbankan syariah dalam hal penerapan prinsip kehati-hatian 

dan tata kelola yang baik dilakukan oleh OJK sama seperti 

perbankan pada umumnya, namun dengan mekanisme dan 

pengawasan yang disesuaikan dengan kekhasan sistem operasi  

perbankan syariah. Masalah kepatuhan syariah memang unik 

                                                             
78 Indra Mahardika Putra, Business Model and Business Plan di Era 4.0. 
79 Harahap et al., Perbankan Syariah: Teori, Konsep & Implementasi. 
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bagi bank syariah karena pada dasarnya bank syariah adalah 

bank yang menawarkan produk syariah .
80

 

Potensi bank syariah dalam pembiayaan Usaha Mikro 

di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten 

Lampung Utara dalam bentuk pembiayaan modal Usaha, bank 

syariah di Indonesia menyediakan pembiayaan dalam bentuk 

modal Usaha melalui akad Murabahah kepada para pelaku 

Usaha Mikro. Bank Syariah diharapkan mampu 

mengoptimalkan pembiayaannya dengan memberikan 

pendanaan dan kemudahan saat mengajukan pembiayaan 

Murabahah. Sehingga pelaku Usaha Mikro di Desa Kota 

Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara 

bisa menggunakannya untuk mempromosikan dan 

mengembangkan usahanya.
81

 

Bank Syariah di Indonesia telah berupaya 

mengoptimalkan pembiayaannya dengan memberikan 

pembiayaan modal usaha yang disalurkan melelui pinjaman 

kelompok oleh Bank Syariah BTPN Syariah. 

B. Temuan Data Penelitian 

1. Upaya bank syariah dalam memberikan pemahaman 

tentang bank syariah kepada para pelaku Usaha 

Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai 

Utara Kabupaen Lampung Utara 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Usaha Mikro di 

Desa Kota Negara Kecamatan sungkai Utara, Kabupaten 

Lampung Utara diperoleh temuan bawa masih banyak 

pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan 

Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara  yang belum 

mengetahui perbakan syariah dan produk-produk 

pembiayaannya. Akibat ketidaktahuan tersebut, pelaku 

Usaha Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai 

                                                             
80 Otoritas Jasa Keuangan, ―Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,‖ 2017. 
81 Irfan, ―ANALISIS PERAN BANK SYARIAH TERHADAP 

PEMBERDAYAAN UMKM MELALUI PEMBIAYAAN MURABAHAH (Studi 

BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung Timur).‖ 
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Utara, Kabupaten Lampung Utara tidak memanfaatkan 

produk pembiayaan tersebut. 

Fenomena tersebut terjadi akibat beberapa 

permasalahan yang ditemui oleh penulis, dintaranya ialah: 

a. Kurangnya upaya sosialisasi dari bank syariah 

Potensi perbankan syariah di Indonesia bagi 

Usaha Mikro untuk mendukung Pengembangan 

Ekonomi Lokal (PEL) masih dirasa sangat kurang. 

Sampai saat ini para pelaku Usaha Mikro masih 

menganggap antara bank konvensional dan bank 

syariah masih sama saja, seperti keterangan yang 

diberikan oleh Ibu Sri Priyati. 

“saya tidak tahu bedanya, yang saya tahu hanya 

namanya saja yang beda, karena saya bukan nasabah 

bank syariah.”82 

Keterangan yang sama disampaikan oleh Ibu Siti 

Masitoh. 

“saya tahu ada bank syariah, tapi saya tidak tahu 

tentang prouk-produknya, tidak tahu kalau ada 

pembiayaan pembiayaan buat UMKM. Makanya saya 

tidak mau berurusan dengan bank syariah.”83 

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ibu 

Supriyah  

“kalau bank syariah yang saya tahu dia memiliki 

bunga yang lebih besar dari bank konvensional, maka 

dari itu saya mending pakai bank konvensional”84 

Keterangan yang sama disampaikan oleh Ibu 

Suparni 

―saya tau ada istilah bank syariah, tapi saya tidak 

tau apa bedanya dengan bank konvensional”85 

                                                             
82 Sri Priyati, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Pecel, Kota 

Negara 20 Mei 2023. 
83 Siti Masitoh, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan bakso & 

Mie Ayam, Kota Negara 19 Mei 2023. 
84 Supriyah, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie Ayam, 

Kota Negara 19 Mei 2023. 
85 Suparni, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie Godog, 

Kota Negara 18 Mei 2023. 
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Dari keterangan yang didapatkan oleh peneliti 

ditemukan  bahwa bank syariah belum  

mengoptimalkan potensinya dengan cara 

penyebarluasan informasi melalui sosialisasi kepada 

masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro. Oleh 

sebab itu banyak pelaku Usaha Mikro yang belum 

mengetahui perbedaan bank syariah dengan bank 

konvensional serta produk-produk pembiayaan bank 

syariah.  

Dalam mengoptimalkan potensi  bank syariah 

bagi Usaha Mikro untuk Pengembangan Ekonomi 

Lokal (PEL) dalam hal ini perlu mengembangkan 

kapasitasnya.
86

 Kapasitas adalah kemampuan suatu 

organisasi atau system untuk menjalankan fungsinya 

dengan baik secara efektif, efesien, dan konstan 

sehingga organisasi atau system tersebut dapat 

menjalankan perannya secara optimal.
87

 Salah satu 

fungsi bank syariah ialah memeratakan kesejahteraan 

rakyat.
88

  

Kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh bank 

syariah mengakibatkan ketidaktahuan pelaku Usaha 

Mikro mengenai bank syariah. Kolaborasi antara 

stakeholder, bank syariah, dan Usaha Mikro perlu 

ditingkatkan. Misalnya, bank syariah dapat 

memberikan sosialisasi kepada Usaha Mikro di Desa 

Kota Negara untuk meningkatkan pemahaman tentang 

perbedaan bank syariah dan konvensional. Dengan 

melakukan sosialiasi, bank syariah dapat memberikan 

pemahaman kepada para pelaku Usaha Mikro di Desa 

Kota Negara tentang perbedaan antara bank 

konvensional dengan bank syariah. Pemerintah dapat 

memberikan insentif dan kebijakan yang mendorong 

pertumbuhan bank syariah dan Usaha Mikro di Desa 

                                                             
86 Yeremias T. Keban, ―Good Governance dan capacity Building Sebagai 

Indikator Utama dan Fokus Penilaian Kinerja Pemerintah.‖ 
87 Santoso dan kawan kawan, ―Capacity Building.‖ 
88 Otoritas Jasa Keuangan, ―Perbankan Syariah dan Kelembagaannya,‖ 2017. 
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Kota Negara. Masyarakat juga dapat memberikan 

dukungan dengan memilih produk dan layanan dari 

Usaha Mikro di Desa Kota Negara.  

b. Akses kantor cabang bank syariah dan jaringan ATM 

yang sulit ditemui 

Bank syariah upayanya dalam  mengoptimalkan  

potensinya bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara 

untuk mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal 

(PEL),  masih kurang memeratakan penyebaran 

Kantor dan ATM bank syariah masih sangat sulit 

ditemui. Hal ini didukung oleh keterangan yang 

diberikan oleh ibu Supriyani. 

“Saya tidak menggunakan bank syariah karena 

kantor bank syariah jauh sekali dari sini dan juga 

tidak ada ATM bank syariah disini.”89 

Hal ini sama seperti keterangan yang diberikan 

oleh Ibu Kamini, bahwa tidak ada bank syariah 

diderah tempat tinggalnya. 

“di daerah sini adanya bank konvensional, jadi 

agar lebih mudah dalam bertransaksi saya pakai 

bank konvensional saja.”90 

Keterangan tentang tidak adanya kantor bank 

syariah dan jaringan ATM terdekat juga disampaikan 

oleh ibu Widiningsih. 

“sudah lama saya menggunakan bank 

konvensional, karena tidak ada kantor bank  syariah 

dan ATMnya disini.”91 

Dalam mengoptimalkan potensi bank syariah 

bagi Usaha Mikro untuk mendukung Pengembangan 

Ekonomi Lokal (PEL) diperlukan upaya atau strategi 

                                                             
89 Supriyani, Wawancara Dengan Penulis, Penjual Jajanan Pasar, Kota Negara 

18 Mei 2023. 
90 Kamini, Wawancara Dengan Penulis, Warung Bakso dan Mie Ayam Bude 

Kami, Kota Negara, 11 Februari 2023. 
91 Widianingsih, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Mie Ayam, 

Kota Negara 19 Mei 2023. 
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pemasaran salah satunya meliputi place.92  Lokasi dan 

pra sarana ATM bank syariah yang mendukung akan 

memudahkan nasabah dalam menjangkau lokasi bank 

yang akan digunakan nasabah dalam bertransaksi. 

Kemudahan tersebut didapatkan apabila lokasi bank 

berdekatan dengan sarana transportasi, pasar, 

perkantoran , perumahan dan fasilitas umum lainnya 

sehingga hal tersebut akan memengaruhi keputusan 

nasabah dalam bertransaksi pada bank tersebut. 

Dekatnya akses kantor cabang dan jaringan ATM 

bank syariah berpotensi membuat masyarakat 

khususnya pelaku Usaha Mikro Di Desa Kota Negara 

Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung 

Utara familiar dengan keberadaan bank syariah. 

 

2. Upaya bank syariah dalam menawarkan produk 

pembiayaannya kepada para pelaku Usaha Mikro 

Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, 

Kecamatan Sungkai Utara 

a. Kurangnya upaya promosi dari dari bank syariah 

dalam menawarkan produk- produk 

Bank syariah saat ini masih sangat kurang dalam 

melakukan promosi kepada para pelaku Usaha Mikro 

Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, 

Kecamatan Sungkai Utara. kurangnya promosi yang 

dilakukan oleh bank syariah terlihat dari para pelaku 

Usaha Mikro Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung 

Utara, Kecamatan Sungkai Utara tidak menggunakan 

pembiayaan bank syariah sebagai modal tambahan 

untuk pengembangan usahanya. 

Seperti keterangan yang diberikan oleh Ibu 

Supriyah. 

““saya tidak pernah mendengar tentang produk 

pembiayaan bank syariah, mungkin karena tidak 

                                                             
92 Syamsu Q. Badu dan Novianty Djafri, Kepemimpinan dan Perilaku 

Organisasi. 
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adanya promosi, sehingga saya ragu untuk 

bertransaksi disana.”93 

Keterangan yang sama juga diberikan oleh Ibu 

Supriyani. 

“sepertinya produk bank syariah hampir sama 

dengan bank konvensional, hanya beda namanya 

saja, tapi saya kurang tahu pasti.”94 

Promosi oleh bank syariah bagi Usaha Mikro di 

Desa Kota Negara seharusnya bisa menjadi wadah 

bagi bank syariah untuk mengoptimalkan potensinya 

bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara. Dengan 

adanya program promosi, diharapkan Usaha Mikro di 

Desa Kota Negara dapat lebih berkembang dan 

memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap 

Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL).
95 

b. Tidak ada upaya penyelenggaraan event oleh bank 

syariah 

Tidak adanya upaya penyelenggaraan event oleh 

bank syariah guna memperkenalkan branding maupun 

produk bank syariah. Hal ini diungkapkan oleh Ibu 

Widianingsih   

“harusnya ada event yang dielenggarkan oleh 

bank syariah, sehingga kami tau tentang produk bank 

syariah itu seperti apa” 96  

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ibu 

Kamini 

“bank syariah perlu membuat event yang besar 

untuk memperkenalkan produk mereka, sehingga 

masyarakat lebih tau banyak tentang produk bank 

                                                             
93 Supriyah, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Makan Mie Ayam, 

Kota Negara 19 Mei 2023. 
94 Supriyani, Wawancara Dengan Penulis, Penjual Jajanan Pasar, Kota Negara 

18 Mei 2023. 
95 Ulya, ―Pengaruh Kepercayaan Dan Promosi Terhadap Minat UMKM 

Mengambil Pembiayaan Perbankan Syariah Di Kota Langsa.‖ 
96 Widianingsih, Wawancara Dengan Penulis, Pemilik Warung Mie Ayam, 

Kota Negara 19 Mei 2023. 
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syariah dan jadi ingin mengajukan pembiayaan di 

bank syariah.”97 

 

Event yang belum pernah diadakan oleh bank 

syariah menandakan bahwa pengenalan produk bank 

syariah kepada para pelaku Usaha Mikro Desa Kota 

Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan 

Sungkai Utara belum optimal. Pembiayaan bank 

syariah memiliki potensi bagi Usaha Mikro di Desa 

Kota Negara untuk Pengembangan Ekonomi Lokal 

(PEL). Event yang diadakan oleh bank syariah bagi 

Usaha Mikro bisa dengan membagikan platform yang 

efisien untuk Usaha Mikro untuk mempromosikan 

produk serta layanan  yang cocok dengan prinsip- 

prinsip syariah. 

Event tersebut bisa mencakup pameran, seminar, 

lokakarya, ataupun pelatihan spesial yang bertujuan 

untuk meningkatkan pengetahuan pelaku Usaha 

Mikro di Desa Kota Negara tentang prinsip- prinsip 

syariah serta bagaimana menerapkannya dalam usaha 

mereka. Tidak hanya itu, event ini pula bisa menjadi 

peluang bagi Usaha Mikro di Desa Kota Negara untuk 

berinteraksi dengan para pelaku Usaha Mikro lain 

yang ada di Desa Kota Negara, memperoleh anjuran 

dari para pakar, serta menjalankan kemitraan dengan 

bank syariah.  

 Bank syariah harusnya dapat memanfaatkan 

penyengelenggaraan event untuk memperkenalkan 

produk dan layanan mereka kepada Usaha Mikro di 

Desa Kota Negara. Misalnya, mereka dapat 

menyediakan produk pembiayan modal kerja atau 

menawarkan produk tabungan yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip syariah kepada para pelaku Usaha 

Mikro yang ada Desa Kota Negara, Kabupaten 

                                                             
97 Kamini, Wawancara Dengan Penulis, Warung Bakso dan Mie Ayam Bude 

Kami, Kota Negara, 11 Februari 2023.   
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Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara yang 

bebas dari riba, seperti pada prinsipnya  bahwa bank 

syariah adalah bank yang bebas dari riba tertuang 

dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 275: 

نُ مِنَ  طه ٌْ تَخَبَّطُهُ الشَّ ٌَ قُوْمُ الَّذِيْ  ٌَ قُوْمُوْنَ اِلََّ كَمَا  ٌَ وا لََ  به أكُْلوُْنَ الرِّ ٌَ نَ  ٌْ الََّذِ

مَ  عَ وَحَرَّ ٌْ ُ الْبَ واۘ وَاَحَلَّ اّللّه به عُ مِثْلُ الرِّ ٌْ مَا الْبَ ا اِنَّ هُمْ قَالوُْ  لكَِ بِانََّ
الْمَسِّۗ ذه

ءَهٗ مَ  واۗ فَمَنْ جَاٰۤ به ِ ۗ الرِّ
ى فَلهَٗ مَا سَلفََۗ وَاَمْرُهٗ  اِلىَ اّللّه بِّهٖ فَانْتَهه نْ رَّ وْعِظَةٌ مِّ

لدُِوْنَ  هَا خه ٌْ ارِ ۚ هُمْ فِ بُ النَّ ى كَِ اَصْحه
 وَمَنْ عَادَ فَاوُلهٰۤ

Terjemah : Orang-orang yang memakan riba 

tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya 

orang yang kemasukan setan karena gila. Yang 

demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli 

sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan 

jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa 

mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia 

berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu 

menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada 

Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu 

penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.98 

 

Salah satu produk pembiayaan yang ada di bank 

syariah bagi Usaha Mikro adalah pembiayaan dalam 

bentuk modal kerja melalui akad Murabahah yang 

dapat di berikan kepada para pelaku Usaha Mikro di 

Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara 

Kabupaten Lmpung Utara. Bank Syariah memberikan 

pendanaan dan kemudahan saat mengajukan 

pembiayaan Murabahah.
99 

 

 

                                                             
98 Al-Quran Kemenag 
99 Irfan, ―Analisis Peran Bank Syariah Terhadap Pemberdayaan Umkm 

Melalui Pembiayaan Murabahah (Studi BRI Syariah KCP Sribhawono Lampung 

Timur).‖  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan: 

1. Upaya bank syariah dalam memberikan 

pemahaman tentang bank syariah kepada para 

pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara, 

Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai 

Utara belum melakukan sosialisasi secara efektif 

kepada, akses kantor dan jaringan ATM yang 

masih sulit diakses membuat para pelaku Usaha 

Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai 

Utara, kabupaten Lampung Utara tidak familiar 

dengan bank syariah sehingga bank syariah belum 

mampu memaksimalkan potensinya secara 

optimal untuk Usaha Mikro Desa Kota Negara, 

Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai 

Utara. 

2. Upaya bank syariah dalam menawarkan produk 

pembiayaannya kepada para pelaku Usaha Mikro 

di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara, 

Kabupaten Lampung Utara masih kurang 

melakukan promosi. Sementara potensi bank 

syariah itu sendiri sebenarnya dapat melakukan 

inovasi produk dengan memberikan kekhususan 

produk pembiayaan bagi para pelaku Usaha 

Mikro di Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai 

Utara Kabupten Lampung Utara dan dapat 

melakuan event yang menarik agar dapat merubah 

pemahaman pada masyarakat khususnya para 

pelaku Usaha Mikro di Desa Kota Negara 

Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung 

Utara bahwa produk bank syariah berbeda dengan 
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bank konvensional sehingga bank syariah bisa 

memaksimalkan potensinya secara optimal. 

B. Rekomendasi  

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan 

kebijakan kepada beberapa pihak, diantaranya: 

1. Usaha Mikro di Desa Kota Negara: Mengambil keputusan 

yang tepat dalam memilih produk dan layanan perbankan 

yang sesuai dengan kebutuhan mereka. 

2. Perbankan Syariah: Lebih gencar dalam melakukan 

promosi dan pendekatan edukasi kepada masyrakat tentng 

produk perbankan syariah. Mengembangkan produk dan 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro. 

Menambah kantor cabang dan jaringan ATM yang mudah 

dijangkau oleh para Pelaku Usaha Mikro di Desa Kota 

Negara Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung 

Utara. 

3. Pemerintah dan Instansi terkait: Mengembangkan 

kebijakan dan program yang dapat meningkatkan akses 

dan pemahaman Usaha Mikro di Desa Kota Negara 

Kecamatan Sungkai Utara, Kabupaten Lampung Utara 

terkait dengan perbankan syariah. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

Nama : 

Usia : 

Alamat : Kota Negara 

Pendidikan Terakhir : 

Jenis Usaha Mikro : 

Subjek Penelitian : Gambaran Umum Pelaku Usaha Mikro di 

Desa Kota Negara Kecamatan Sungkai Utara Kabupaten 

Lampung Utara 

1. Bagaimana sejarah awal usaha Usaha Mikro berdiri? 

2. Darimana modal awal Usaha Mikro ? 

3. Bagaimana struktur organisasi Usaha Mikro? 

4. Berapa sumber daya manusia/karyawan Usaha Mikro? 

Apakah sudah mencukupi terkait keberlangsungan usaha 

Usaha Mikro? 

5. Apakah proses pembuatan makanan yang dilakukan sudah 

sesuai dengan prinsip-prinsip islam? 

6. Apakah makanan yang dihasilkan oleh pelaku Usaha Mikro 

memberikan manfaat? (sehat dan bergizi)? 

Subjek Penelitian : Potensi Perbankan Syariah 

1. Apakah pelaku Usaha Mikro adalah nasabah Bank Syariah? 

jika iya, jelaskan.  

2. Apakah Pelaku Usaha Mikro mengetahui tentang keberadaan 

Bank Syariah? 

3. Apakah Pelaku Usaha Mikro tau perbedaan antara Perbankan 

Syariah dan Konvensional? Jika tidak, jelaskan alasan 



 

 

mengapa pelaku Usaha Mikro tidak mengetahui perbedaan 

antara Perbankan Syariah dan Konvensional. 

4. Apakah pelaku Usaha Mikro mengetahui produk apa saja 

yang ada di perbankan syariah? Jidak tidak, jelaskan 

alasannya mengapa. 

5. Apakah pelaku Usaha Mikro tertarik mengembangkan 

usahanya dengan modal pembiayaan dari Perbankan Syariah? 

Jika tidak, jelaskan alasannya mengapa. 

6. Apakah Perbankan Syariah pernah memberikan sosialisai 

terkait produk pembiayaannya? 

7. Apakah perbankan syariah pernah mengadakan event 

mengenai produk pembiayaan bank syariah?  

Subjek Penelitian : Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) 

1. Berapa pendapatan per hari?  

2. Apakah pendapatan yang diperoleh dirasa telah mencukupi 

kebutuhan hidup karyawan dan pemilik Usaha Mikro? 

3. Apakah upah bagi karyawan Usaha Mikro telah sesuai dengan 

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ? 

4. Apakah upah yang didapat oleh karyawan Usaha Mikro sudah 

sesuai dengan tenaga yang dikeluarkan? 

5. Bagaimana jika harga bahan baku produksi Usaha Mikro 

mengalami peningkatan harga ? apakah berpengaruh terhadap 

pendapatan Usaha Mikro? 

6. Apakah pendapatan karyawan telah mencukupi terkait 

kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan keinginan lainnya ? 

 

 



 

 

DOKUMENTASI HASIL WAWANCARA 

 

GAMBAR 1 WAWANCARA DENGAN KEPALA DESA 

Mata Pencaharian Penduduk Desa Kota Negara 

 

NO JENIS PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN 

1. Petani 538 128 

2. Buruh Tani 80 25 

3. Pegawai Negeri Sipil 15 16 

4. Pedagang keliling 1  

5. Peternakan 167 74 

6. Nelayan - - 

7. Dokter swasta - - 

8. Bidan swasta - 2 

9. Perawat swasta - - 

10. TNI - - 

11. POLRI - - 

12. Pensiunan 

PNS/INI/POLRI 

6 3 

13. Pengusaha kecil dan 

menengah 

- 15 



 

 

14. Pengusaha besar - - 

15. Karyawan Perusahaan 

swasta 

- - 

16. Belum Bekerja - - 

17. Tidak Bekerja - - 

JUMLAH PENDUDUK 808 252 

 

Jumlah Pelaku Usaha Mikro di Sektor Makanan  

 

 

1. Usaha Mikro di Sektor 

Makanan 

- 6 

 

 

GAMBAR 2 WAWANCARA DENGAN IBU KAMINI 

 



 

 

 

GAMBAR 3 WAWANCARA DENGAN PEGAWAI IBU KAMINI 



 

 

 

GAMBAR 4 WARUNG USAHA MIKRO IBU KAMINI 

 

GAMBAR 5 WAWANCARA DENGAN IBU SITI MASITOH 

 

 



 

 

 

 

GAMBAR 6 WAWANCARA DENGAN IBU SUPRIYANI 

 



 

 

 

GAMBAR 7 WAWANCARA DENGAN IBU SUPARNI 



 

 

 

GAMBAR 8 WAWANCARA DENGAN IBU SRI PRIYATI 



 

 

 

GAMBAR 9 WAWANCARA DENGAN IBU SUPRIYAH 



 

 

 

GAMBAR 10 WAWANCARA DEGAN IBU WIDIANINGSIH 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


